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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan sangat dibutuhkan dalam kelangsungan dan
kesejahteraan hidup seseorang, bahkan dalam kesejahteraan suatu bangsa.
Melalui pendidikan seseorang akan terhindar dari kebodohan dan
kemiskinan, karena dengan modal ilmu pengetahuan dan keterampilan
yang diperoleh melalui proses pendidikan ia mampu mengatasi problema

kehidupan yang dihadapinya.
Dalam sistem pendidikan nasional, dinyatakan bahwa :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasaan,
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya,
masyarakat bangsa dan negara.t

Pendidikan mempunyai peran penting dalam membentuk karakter,
perkembangan ilmu dan mental seorang anak, yang nantinya akan tumbuh
menjadi seseorang manusia dewasa yang akan berinteraksi dan melakukan
banyak hal terhadap lingkungannya. Salah satu upaya untuk mencapai
tujuan  tersebut yakni melalui penerapan kebijakan desentralisasi

pendididkan.

!Undang Undang RI No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta :Biro
Hukum Organisasi Sekretariat Jendral Depertemen Pendidikan Nasional, 2003) H.5



Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai
suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan
kebalikan dari sentralisasi, di mana sebagian kewenangan pemerintah pusat
di limpahkan pada pihak lain.? Dipertegas pula di dalam undanPg- undang
tentang Pemerintah Daerah bahwa bidang pendidikan merupakan bidang
yang termasuk dalam garapan kewenangan daerah otonom atau penyerahan
(pendelegasian) pemerintah pusat yang dikenal dengan desentralisasi
pendidikan.®

Undang-undang ini secara tegas menyebutkan bahwa “’pemerintah
daerah mempunyai kewenangan dalam menjalankan pemerintahan
berdasarkan asas otonomi dan pembinaan dalam bidang pendidikan. Lebih
lanjut ditegaskan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan
pemerintah daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi, salah
satunya adalah penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya
manusia potensial. Pemerintah daerah bertindak sebagai fasilitator dari
berbagai kegiatan pendidikan, sarana, prasarana, ketenagakerjaan serta
program pembelajaran yang direncanakan sekolah. Persoalannya sekarang

apakah sistem desentralisasi pendidikan saat ini guru dapat meningkatkan

Persada,

2 Yoyon Bahtiar Irianto, Kebijaakan Pembaruan Sistem, (Jakarta: PT Rajagrafindo
2011), H 92
3 UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 10 ayat 1, 2



profesionalitasnya dan mampu menjadi ujung tombak dalam meningkatkan
kualitas pendidikan.

Desentralisasi merupakan kecenderungangan yang sangat dominan
diantara berbagai fenomena global, adapun tuntutan dan kebutuhan
desentralisasi muncul dan berkembang sebagai bagian dari agenda besar
global tentang demokratisasi dan desentralisasi pemerintah dalam rangka
mewujudkan tata pemerintah yang baik. Desentralisasi pendidikan perlu
dikritisi sebagai pelepasan tanggung jawab pemerintah pusat terhadap
proses pendidikan di Indonesia. Tujuan desentralisasi dalam menajemen
di dalam kehidupan berorganisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi
dan penguasaan kinerja pegawai melalaui pemecahan masalah-masalah
yang berhubungan langsung dengan daerah lokal.* Desentralisasi
pendidikan diterapkan untuk peningkatan mutu pendidikan. Hal ini
berdasarkan  pada asumsi bahwa dampak positif atas kebijakan
desentralisasi pendidikan meliputi: a) peningkatan mutu; efisien
keuangan; efisien adminstrasi; dan b) perluasan/ pemerataan. Meskipun
Demikian desentralisasi pendidikan tidak sendirinya meningkatkan mutu
belajar-mengajar. Hal ini dimungkinkan terjadi  karena bisa jadi
desentralisasi pendidikan justru menimbulkan jurang yang semakin besar
antara si kaya dan si miskin, antara kota-desa atau hanya ada kemungkinan
hanya akan memindahkan borok-borok pendidikan dari pusat ke daerah jika

berbagai prasyarat bagi pelaksanaan desentralisasi belum terpenuhi.

4Yoyon Babhtiar Irianto, Op cit, H 91



Pelaksanaan desentralisasi memerlukan the stakeholder society
yang oleh Akarman dan Alscott sebagaimana dikutip oleh Dwiyanto yang
diformasikan secara sederhana, yakni sebagai masyarakat yang para
anggotanya mempunyai  kepentingaan bersama untuk membangun
masyarakat sendiri. Terdapat 5 pemain dalam the stakeholder society,
yaitu: 1) masyarakat lokal; 2) orang tua; 3) peserta didik; 4) negara; fungsi
negara bukan lagi sebagai penguasa juga bukan sebagai pemegang
kekuasaan tunggal yang bertujuaan melestasikan kekuasaan negara, tetapi
sebagai partner yang memfasilitasi proses pendidikan yang disepakati
bersama. Tugas negara membantu adanya standar nasional bahkan
internasional dari lembaga-lembaga pendidikan dan membantu daerah
daerah lain yang kekurangaan sumber pembiayaan dan sumber daya
manusia; 5) pengelola profesional pendidikan melalaui Pendidikan profesi
guru.

Penerapan kebijakan desentralisasi pendidikan dapat meningkatkan
kopetensi profesional guru.®> Guru merupakan orang atau pihak yang terlibat
dan berhubungan langsung dalam jalannya proses pendidikan. Oleh
karenanya tidak berlebihan bila guru dianggap ujung tombak wahana
investasi peningkatan sumber daya manusia. Hal demikian diakui banyak

pihak, termasuk pihak Bank Dunia yang menyoroti kondisi guru d Indonesia

> Defle Lestriana, Pengaruh Desetralisasi Pendidikan Terhadap Peningkatan
Profesionalitas Guru Sekolah Menengah Kejuruan Di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman,
Yogyakarta: Skipsi Tidak diterbitkan



khususnya. Bank Dunia menegaskan bahwa guru merupakan salah satu
“faktor kunci” dalam pengembangan sumber daya manusia.

Guru merupakan pekerja profesional. Seorang pekerja profesional
juga ditandai dengan  informed responsieness terhadap implikasi
kemasyarakatan dari objek kerjanya. Hal ini berarti seorang pekerja
profesional ~ kependidikan ditandai  dengan serentetan diagnosis,
rediagnosis, dan penyesuaian yang terus menerus.® Dalam hal ini disamping
kecermatan untuk menentukan langkah, guru juga harus sabar, ulet, telaten
serta tanggah dalam setiap kondisi sehingga diahir pekerjaannnya akan

membuahkan suatu hasil yang memuaskan.

Namun demikian berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan
di SMPN 15 Kerinci didapatkan gejala bahwa kompetensi profesional guru
rendah dapat dilihat dari: 1) sebagian guru tidak mampu menguasai bahan
studi; 2) sebagian guru tidak mampu mengelola program belajar-mengajar;
3) sebagian guru tidak terampil dalam memberikan bimbingan kepada
siswa; 4) sebagian guru sering malas menerangkan pokok bahasan pada
siswa, sehingga timbul ketidak pahaman materi dari siswanya; 5) Di Saat
UN siswa tidak paham dengan soal-soal yang diberikan, sehingga seorang
guru memberikan Kisi kisi jawabannya

Meskipun banyak pihak bahkan guru akan mengklaim akan lebih

fokus pada proses mengajar namun, cepat atau lambat berkurangnya beban

6 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, ( Jakarta: PT Rajagrafindo
Persada, 2012), H 133



itu akan mengikis kreativitas dan kompetensi guru dalam menganalisis
kompetensi yang akan dicapai, materi yang di butuhkan, kegiatan proses
pembelajaran yang akan dilaksanakan serta penilaian yang cocok. Guru
yang tidak memiliki keterampilan akan menjadi tidak berdaya ketika
dihadapkan kepada pengambilan keputusan ditengah ketidakpastian di
kelas. Dari berbagai permasalahan dilatar belakang maka peneliti
mengajukan judul tentang Pengaruh  Persepsi Guru Mengenai
Desentralisasi  Pendidikan Terhadap Kompetensi Profesionalisme
Guru di SMPN 15 Kerinci
B. Batasan Masalah Rumusan Masalah
1. Batasan Masalah
Agar peneliti lebih berfokus pada permasalahan yang dibahas
dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam menyelesaikan
masalah, serta karena keterbatasan kemampuan maka penelitian
dibatasi hanya pada masalah pengaruh persepsi guru mengenai
desentralisasi terhadap profesionalisme guru di SMPN 15 Kerinci.
2. Rumusan Masalah
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah:
1. Bagaimana persepsi guru mengenai desentralisasi pendidikan di
sekolah menengah pertama negeri (SMPN) 15 Kerinci ?
2. Bagaimana profesionalisme guru di sekolah menengah pertama

negeri (SMPN) 15 Kerinci ?



3. Bagaimana pengaruh persepsi guru mengenai desentralisasi
pendidikan terhadap profesionalisme guru di sekolah menengah
pertama negeri (SMPN) 15 Kerinci ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui persepsi guru mengenai pelaksanaan
desentralisasi pendidikan di sekolah menengah pertama negeri
(SMPN) 15 Kerinci

b. Untuk mengetahui profesionalisme guru sekolah menengah
pertama negeri (SMPN) 15 Kerinci

c. Untuk mengetahui pengaruh desentralisasi pendidikan terhadap
profesionalisme guru sekolah menengah pertama negeri (SMPN)
15 Kerinci

2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Guru, Sebagai rujukan dan bahan masukan dalam
memberikan sumbangan pemikiran  tentang  desentralisasi
pendidikan,khususnya bagi pengelola pendidikan agar masing-
masing daerah tahu akan kewenangan dan kebutuhan sekolahnya.

b. Bagi Peneliti, Hasil penelitian diharapkan memperkaya kajian
tentang manajemen peningkatan kualitas sumber daya manusia

bidang pendidikan, khususnya profesional guru.
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LANDASAN TEORI
A. Kerangka Teori
1. Persepsi Guru Mengenai Desentralisasi Pendidikan

a. Pengertian Desentralisasi Pendidikan
Menurut  UU No. 32 tahun 2004 disebutkan bahwa
desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat
kepada daerah otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan RI.’
Pemerintah pusat hanya menagani Kewenagan yang Dbersifat
pengarahan, perumusan, kebijakan dan pengawasan. Dengan
demikian pemerintah daerah saat ini memiliki kewenangan penuh
untuk mengatur sendiri segala urusan yang telah disrahkan oleh
pusat sesuai dengan kebutuhan, kemampuan serta kehendak daerah
yang bersangkutan. Daerah yang memiliki kewenangan
desentralisasi disebut daerah otonom, yaitu daerah yang mempunyai
kewenangan luas, mulai dari perencanaan, pengaturan, pelaksanaan
serta evaluasi dalam hal penetapan anggaran dana berdasarkan aset
yang dimiliki daerah. Bidang-bidang cakupan daerah menjadi
tanggung jawab daerah, termasuk di dalamnya adalah bidang

pendidikan. 8

7Undang Undang RI No. 32 Tahun 2004, Tentang pemerintahan daerah ( Jakarta :
Dirjen Dikdemen Direktorat Tenaga ke Pendidikan Depdignas, 2004)

& H.P Daulay, Pendidikan Islam Dalam Sistim Pendidikan Nasional Di Indonesia,
(Jakarta: Kencana, 2004) H. 102



Penerapan  sistem  desentralisasi  pendidikan  tersebut
diharapkandapat mengatasi permasalahan-permasalahan pendidikan
yang berkembang dalam masyarakat yaitu mewujudkan
pembangunan pendidikan yang lebih demokratis dengan
menekankan pada kebinekaan, partisipasif, akuntabilitas serta
persaingan yang sehat dan kerjasama antar daerah yang tumbuh
dalam  suasana  keterbukaan = komunikasi.  Mekanisme
penyelenggaraan pendidikan dapat memberikan pelayanan
pendidikan yang lebih efektif dan efisien, karena daerah tidak lagi
terlalu tergantung dan menunggu kebijakan pusat. Dari
perbandingan pelaksanaan sistem pendidikan sentralistik dan sistem
pendidikan desentralistik maka kita dapat melihat beberapa
kelemahan dan keuntungan sistem desentralistik pendidikan.
Beberapa kelemahan dan keuntungan dimaksud adalah sebagaimana
tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 Keuntungan dan Kelemahan Sistem Desentralisasi

Keuntungan Kelemahan
Dapat meoptimalkan peran Meurunkan rasa
masyarakat dalam pendidikan Nasionalisme

Mendorong timbulnya kreativitas, | Kemampuan daerah tidak
inovasi, dan profesionalisme sama, sehingga berfotensi
pendidikan timbulnya kesenjangaan
antar daerah

Meningkatkan kopetensi positif Kualitas pendidikan tiap
antar daerah dalam mencapai daerah tidak sama
standar nasional bahkan
internsional
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Kurikulum dapat di kembangkan Kesenjangan ekonomi

sesuai dengan kondisi daerah daerah semakin besar

Pembelajar adalah subjek timbulnya keracuan

pendidikan pemenang antara daerah
pusat , provinsi dan daerah
setempat

Memberikan iklim yang kondusif | Timbulnya permasalahan
terhadap berkembangnya untuk sekolah di
demokrasi pendidikan perbatasaan

Rentang waktu pencapaian
kurikulum standar nasional
tidak dapat ditentukan dari
pusat sehingga penyusunan
tiap daerah berikutnya
tidak sama

Sementara  itu  keberhasilan  pelaksanaan  sistem
desentralisasi pendidikan dapat ditunjukkan oleh indikator-indikator
sebagai berikut: 1) peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pendidikan; 2) sistem pendidikan yang mandiri; 3) otonomi
pengelolaan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional yang
desentralistik; 4) relevansi program-program pendidikan dengan
kebutuhan masyarakat; dan 5) pendidikan yang akuntabel.®

Pelaksanaan  desentralisasi  pendidikan  memberikan
kesempatan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan
otonomisasi sekolah dan pemberian kewenangan yang luas pada
guru serta memberi ruang pada masyarakat untuk berpartisipasi

dalam peningkatan kualitas pendidikan melalui perencanaan,

9 Fasli Jalal Dan Dedi Supriadi, Repormasi pendidikan dalam konteks ortom daerah,
(Yogyakarta: Adicitra Karya Nusa ), H 128
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pengelolaan, pelaksanaan dan pengevaluasian sesuai dengan
kebutuhan, kemapuan serta harapan dari masyarakat sebagai
stakeholders sekaligus client dalam pendidikan.

Bergesernya sistem pendidikan sentralisasi menjadi sistem
pendidikan desentralisasi melahirkan tuntutan pendidikan yang
demokratis sebagai kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Namun
pendidikan yang demokratis bukanlah pendidikan yang serba bebas
dan tidak terarah, tetapi juga bukan pendidikan yang terpaku secara
otoriter pada pola tertentu, melainkan pendidikan yang dapat
mengakomodasi  perubahan-perubahan yang terjadi dalam
masyarakat secara bijak sesuai dengan tututan kebutuhan
pembelajaran. Karena itu profesionalitas guru juga harus diubah
sesuai dengan paradigma baru dalam sistem desentralisasi
pendidikan yang memberi ruang partisipasi yang luas bagi guru
maupun pembelajaran, bersifat terbuka dan akuntabel serta
menghargai perbedaan namun tetap dalam kerangka tujuan
pendidikan nasional.

Sebagai konsekuensi dari perubahan sistem pendidikan
yang sentralistik menjadi sistem yang desentralistik maka
penyelenggaraan pendidikan Nasional yang selama ini dilakukan

secara birokratik-sentralistik pun berubah. Sebelumnya sekolah

10 Hadiyanto, Mencari Sosok Desentralisasi Menajemen Pendidikan di Indonesia),
(Jakarta: PT Rineka Cipta) H 99
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sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada
keputusan birokrasi yang mempunyai jalur tidak sesuai dengan
kondisi sekolah setempat. Dengan demikian sekolah kehilangan
kemandirian, motivasi dan inisiatif untuk mengembangkan dan
mamajukan lembagannya termasuk meningkatkan mutu pendidikan.
Pengembangan sekolah sebagai sebuah pendekatan perubahan
pendidikan lewat desentralisasi, setidaknya mempunyai dua tujuan.
Pertama, meningkatkan prestasi siswa, dan kedua, penguatan
dorongan kapasitas sekolah.

Proses peningkatan mutu pendidikan tidak bisa terhindar
dari terjadinya perubahan. Dalam konteks pendidikan Nasional,
perubahan dilakukan dalam kerangka setidaknya mencapai empat)
hal yang sangat fundamental. Pertama, mengoptimalkan nilai
layanan kepada peserta didik. Kedua, sekolah harus menargetkan
untuk mencapai hasil yang luar biasa. Ketiga, sekolah harus
meningkatkan produktivitas, baik produktivitas pengelolaan
sekolah. Keempat, sekolah berusaha mengkonsolidasikan fungsi-
fungsi yang ada dan menghilangkan hal-hal yang tidak perlu,
sehingga organisasi sekolah menjadi efisien Atas dasar itulah dalam
sistem desentralisasi pengelolaan pendidikan.!!

Departemen Pendidikan Nasional, mendesentralisasikan

kewenangan ke tingkat sekolah yang meliputi: a) pendekatan dan

11 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (B andung: Alfabeta,2007 ) H 37
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evaluasi; b) pengelolaan kurikulum; c) pengelolaan proses belajar-
mengajar; d) pengelolaan ketenagaan; e)pengelolaan peralatan dan
perlengkapan; f) pengelolaan keuangan; g) pelayanan pembelajaran;
h) hubungan sekolah dan masyarakat; dan i) pengelolaan iklim
sekolah. 12

Kewenagan pengelolaan pendidikan yang terdesentralisasi
pada tingkat sekolah adalah kebijakan-kebijakan yang secara
langsung pada kegiatan belajar-mengajar. Kewenangan-kewenagan
tersebut meliputi: a) pengetahuan: desentralisasi keputusan
berkaitan dengan kurikulum, termasuk keputusan mengenai tujuan
dan sasaran pendidikan; b) teknologi: desentralisasi keputusan
mengenai sumber, media, alat atau sarana belajar-mengajar lainnya;
c) kekuasan: desentralisasi kewenangan dalam membuat keputusan;
d) material; desentralisasi keputusan mengenai penggunaan fasilitas,
pengadaan dan peralatan alat-alat sekolah; ) manusia: desentralisasi
keputusan mengenai sumber daya manusia, termasuk peningkatan
profesionalisme dalam hal-hal berkaitan dengan proses
belajarmengajar; f) waktu: desentralisasi keputusan mengenai
alokasi waktu yang digunakan; dan g) keuangan: desentralisasi

keputusan mengenai alokasi keuangan.*3

2 Depdiknas, Kewenangan Tiap Sekolah Dalam Kerangka Desentralisasi Pendidikan.
(Jakarta: Dirjen, Dikdasmen, Depdiknas), H 23

13 Abu Duhou, School Based Management (Terjemahan Nyoman Aini, dkk ), ( Jakarta:
Logos Wacana limu), H 18
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Kewenangan yang diberikan pada tingkat sekolah tersebut
mengisyaratkan sebagai pemberian otonomi pada sekolah secara
penuh. Dengan demikian dalam sistem desentralisasi pendidikan
dilakukan reorientasi dalam penyelenggaraan pendidikan dari
manajemen peningkatan mutu berbasis pusat menjadi manajemen
peningkatan mutu berbasis sekolah, yaitu model, manjemen yang
memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong
pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara
langsung semua warga sekolah seperti guru, siswa, kepala sekolah,
karyawan dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah
berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.

Dengan otonomi yang lebih besar tersebut maka sekolah
memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola
sekolahnya. Dengan demikian sekolah lebih mandiri dan lebih
berdaya sehingga mampu mengembangkan program-program yang
sesuai dengan kebutuhannya dan melibatkan seluruh warga sekolah
untuk berpartisipasi dalam menigkatkan mutu sekolah.

Selain merubah manajemen berbasis pusat menjadi manjemen
berbasis sekolah, otonomi sekolah juga memiliki kewenangan
untuk mengembangkan kurikulum. Dalam proses pendidikan,

kurikulum menempati posisi yang sangat menentukan, karena

14 Depdiknas, Op cit, H 124
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kurikulum merupakan seperangkat rancangan pengetahuan dan
keterampilan sebagai target utama dalam kegiatan belajar mengajar.

Kurikulum tidak lagi bermakna rangkaian bahan yang akan
dipelajari serta urutan pelajaran yang akan dipelajari siswa, tetapi
seluruh pengalaman yang ditawarkan pada peserta didik dibawah
arahan bimbingan sekolah.Kurikulum yang dikembangkan dalam
sistem desentralisasi pendidikan adalah model penyusunan
kurikulum yang mengacu pada kebutuhan daerah karena
pemberlakuan peraturan perundang undangan yang terkait dengan
pelaksanaan otonomi pendidikan juga membawa implikasi terhadap
sistem dan penyelenggaraan pendidikan termasuk peningkatan dan
pelaksanan kurikulum.*® Dalam hal ini ada tiga hal penting yang
perlu mendapat perhatian, yaitu:

a. diversifikasi kurikulum, merupakan proses penyesuaian,
perluasan, pendalaman materi pembelajaran agar dapat melayani
keberagaman kebutuhan dan tingkat kemampuan pembelajaran
serta kebutuhan daerah setempat dengan kompleksitasnya;

b. penetapan standar kemampuan, dimaksudkan untuk
menetapkan ukuran keterampilan, dan sikap yang harus dicapai,
diketahui, dilakukan, dan dimahirkan oleh pembelajaran pada
setiap tingkatan secara maju dan berkelanjutan sebagai upaya

kendali dan jaminan mutu.

15 Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis, ( Jakarta: Kencana, 2004), H 26
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c. pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah otonomi merupakan pijakan utama lebih
memberdayakan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan
sesuai dengan potensi daerah yang bersangkutan.

Kurikulum Berbasis kompetensi merupakan pelaksanaan
desentralisasi dari otoritas pusat kepada otoritas daerah dan sekolah,
dimana dalam kurikulum ini pemerintah hanya menyusun
kompetensi standar, sedangkan kelaborasi silabus-nya diserahkan
pada daerah yang selanjutnya diserahkan pada sekolah dan gurunya.
Dengan demikian kurikulum tersebut dapat dikembangkan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat secara tepat. Pengembangan standar
kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam kurikulum operasional
tingkat satuan pendidikan disebut Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP). Jadi KTSP adalah kurikulum operasional yang
disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan
pendidikan yang sudah siap dan mampu mengembangkannya

dengan memperhatikan UU no 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.®

Penyusunan kurikulum dan desentralisasi pendidikan ada

beberapa hal, antara lain sebagaimana ditegaskan sebagai berikut:

a. dunia sebagai obyek untuk dikenal oleh pembelajar sendiri,

H12

Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan,( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007),
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b. dunia kehidupan yang dialami pembelajar merupakan dunia
historis dan dunia kebudayaan sebagai realitas,

c. pembelajar  menghubungkan diri di  dalam  proses
individualisnya dengan realitas,

d. realitas yang dihadapi oleh pembelajar mempunyai berbagai
kemungkinan untuk mengubah keberadaannya. Dengan
mengetahui dunia yang nyata, maka pembelajar juga akan
menemukan berbagai keseimbangan di dalam kehidupan sosial.
Oleh karena itu tidak mungkin suatu program kurikulum dibuat
statis dan searah sebagimana yang dilaksanakan dalam sistem
pendidikan sentralistik.’

Merespon berbagai kebijakan pemerintah di satu sisi dan
kebutuhan daerah di sisi lain seperti dipaparkan di atas, sekolah
dituntut mampu menterjemahkan esensi kebijakan serta
memahami kondisi lingkungannya. Sekolah memformulasikan ke
dalam kebijakan mikro, yaitu dalam bentuk program-program
sekolah melalui strategi pelaksanaan program menurut skala
prioritas dan dievaluasi oleh sekolah sesuai dengan visi dan misi
sekolah. Dengandemikian berbagai kebijakan dan inovasi
pendidikan dapat memenuhi tuntutan kebutuhan dalam rangka
peningkatan kualitas pendidikan.

2. Persepsi Guru Mengenai Desentralisasi Pendidikan

7 Tilaar, Membenahi Pendidikan Nasional, (Jakarta: Rrineka Cipta, 2002 ), H 374
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Harapan guru pada otonomi daerah hendaknya diimbangi
menajemen pendidikan yang memadai, the right man on the right
place bukan malah kebebasan daerah untuk memperpendek jalur
yang berarti mempercepat dan mempersubur korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN). Penempatan personalia pengelola pendidikan
hendaknya Bukan Seperti membagi bagi kue karena orang yang
mau ditempatkan telah menjadi anggota tim sukses untuk
mencapai jabatan pada saat ini. Otonomi hendaknya diartikan
sebagai kebebasan untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan
potensi daerah masing-masing, bukan untuk memindahkan
kekuasaan dari pusat ke daerah. Dengan otonomi daerah, jalur
penghargaan masyarakat terhadap profesi guru diharapkan
menjadi lebih dekat pada sasaran artinya manakala masyarakat
menganggap guru merupakan ungsur yang sangat penting dalam
peningkatan kualitas pendidikan bangsa, mereka akan
memikirkan kualitas dan kesejahteraan guru di lingkungan
masyrakat yang membuat anak anak mereka menjadi lebih baik'®

Guru mempunyai  peran penting dalam mendidik dan
membentuk karakter siswa. suasana di kelas memberi arti penting
bagi siswa bersemangat dengan senang dan tenang berjuang
meraih cita-citanya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang

lebih tinggi. guru memiliki tugas dan tanggung jawab yang sulit

18 Hardianto, Op cit, H 24
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karena pekerjaan adalah membuat anak didik memahami sesuatu.
tidak hanya sebatas transfer ilmu tetati banyak aspek dalam
kehidupan yang seharusnya di ajarkan pada siswa untuk benar
menjadi anak yang cerdas dan berkarakter.

Motivasi guru dalam analisis memiliki dimensi internal dan
eksternal karena keputusan guru sebagai pendidik sangat
dipengaruhi  oleh faktor internal dan eksternal. berdasarkan
jawaban guru dapat diungkap tentang faktor internal dan eksternal
yang menjadi dasar keputusan guru dalam menentukan profesi
guru dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. Faktor Pendukung Dan Penggerak Sebagai Guru

Internal Eksternal

Terpangil untuk membantu Sekolah maju dalam hal
anak anak yang tidak mampu | kepandaian dan imtagnya

tapi pengen sekolah (moral dan sikap)
Mengamalkan ilmu dan Mengembangkan jiwa sosial,
amar ma ruf nahi munkar bisa banyak mengabdikan ilmu
sesuai kemampuan ke masyarakat

Mengabdikan diri dalam Membantu pemerintah dalam
dunia pendidikan pembangunan

Menjadi pendidik, sekaligus | Cocok untuk perempuan
dapat mendidik aak sendiri

Membantu perkembangan Jam kerja tidak terlalu banyak
anak didik

Mengajar adalah sebuah tindakan dari seseorang yang
mencoba untuk membantu orang lain untuk mencapai kemajuan

berbagai aspek seoptimal mungkin sesuai potensinya. Pandangan
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ini didasarkan pada paradigma bahwa keberhasilan mengajar
bukan terletak pada banyakmya ilmu yang disampaikan guru
tetapi seberapa besar guru memberi peluang pada siswa untuk
belajar dan memperoleh segala sesuatu yang ingin diketahuinya.®

Pelimpahan wewenang pengelolaan pendidikan pada tingkat
sekolah membawa semangat demokratis dan otonomisasi dalam
perencanaan, pengelolaan dan evaluasi penyelengaraan
pendidikan di sekolah dan juga di dalam kelas. Penyelenggaraan
pendidikan yang demokratis di sekolah, paling tidak mencakup
tiga fokus. Pertama,pendidikan yang demokratis dalam
penyusunan, peningkatan dan implementasi kurikulum di sekolah;
kedua, pendidikan yang demokratis dalam proses pembelajaran;
dan ketiga, pendidikan yang demokratis dalam pengelolaan atau
manajemen sekolah.

Untuk dapat menciptakan pembelajaran yang memenuhi
tuntutan demokratis tersebut, selain dibutuhkan guru yang mmiliki
kompetensi akademik sebagaimana disyaratkan UU no 14 tentang
guru dan dosen tahun 2005, guru juga harus seorang yang
memiliki jiwa yang demokratis. Dalam hal ini memberikan
ilustrasi bahwa “seorang pengajar pertukangan harus meyakinkan
siswanya bahwa dia memiliki keahlian yang meyakinkan di

bidang pertukangan bukan sekedar teori seorang yang mengajar

19 Rosyada, Opcit, H 91
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piano harus main piano, seorang pengajar PMP harus seorang
yang mempercayai betul ideologi Pancasila sebagai ideologi yang
tanggu. Dengan demikian seorang yang akan mengajar dengan
prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri dalam sikap kesehariannya.?°

Guru profesional dalam pendidikan yang demokratis juga
harus dapat menciptakan suasana dan iklim demokratis dalam
kelasnya, guru harus mampu mengembangkan sikap saling
menghargai, saling menghormati, dan toleransi serta kerjasama
diantara peserta didik dan antara peserta didik dengan gurunya,
disamping itu guru juga harus siap dievaluasi, diberi masukan dan
Kritisi secara positif, baik oleh siswa maupun orang tua siswa,
sehingga mereka benar-benar menjadi profesional bukan seorang
tokoh yang feudal.

Unsur-unsur yang selama ini kurang mendukung iklim
demokrasi harus diminimalkan bahkan ditinggalkan dalam proses
pembelajaran di sekolah demokratis. Unsur-unsur dimaksudkan
antara lain seperti: (1) anggapan pembelajar sebagai “tabularasa”;
(2) metode mengajar “bankingsystem” (guru memberi, pembelajar
menerima); (3) bahan pelajaran hanya diambil dari diktat; (4)
indoktrinasi sifat guru; (5) suasana yang homogen; (6) kurikulum
dari pusat; serta (7) kegiatan belajar hanya di lingkungan sekolah,

sebaliknya guru harus berani memberikankebebasan secara

20 Daulay,Opcit ,H 102
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demokratis kepada siswa maupun dirinya untukmelakukan dan
mencoba ide-ide baru, hal-hal baru dan memberikan kesempatan
untuk mengembangkan bakat serta kemampuan denganpenuh
tanggung jawab.?

Dalam pemikiran pendidikan yang demokratis didominasi oleh
keinginan untuk membuat nilai-nilai kemanusian, kebebasan
berfikir dan kebebasan mengutarakan pendapat, karena pendidikan
yang cenderung membangkitkan ketidak puasan akan menurunkan
motiovasi, menyebabkan huru-hara dan keputusasaan pembelajar. 22

Sementara itu Zamroni mengatakan kendala lain yang
kurang memberikan dukungan berkembangnya iklim demokratis
dalam pendidikan adalah masih terlalu banyaknya kebijakan
pendidikan yang bersifat teknis yang tidak harus mampu
menghayati apa dan bagaimana yang terjadi di ruang kelas serta
seakan-akan meragukan kemampuan guru, juga banyaknya tuntutan
beban pelajaran yang sama untuk semua pembelajar padahal
kemampuandan latar belakang tidak sama. Ini menyebabkan
pembelajar tidak dapat menikmati proses persekolahannya, sekolah
hanya dijalani untuk memperoleh ijazah sehingga guru tidak
mempunyai ruang gerak dan kebebasan untuk melakukan

improvisasi dalam proses pendidikan maka jadilah materi pelajaran

2paul Suparno,Guru Demokratis di Era Reformasi Pendidikan,(Jakarta: Gramedia,

2002),H 69

22 Paulo Freire, Opcit , H 69
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kering, tidak menarik dan tidak relevan dengan realitas kehidupan
yang dihadapi pembelajar sehingga akan menurunkan motivasi
pembelajar.Selain itu juga masih banyak guru yang tidak
tercerminkarakteristik pekerjaannya, guru yang masuk kelas tanpa
perencanaan sama sekali karena menganggap mengajar merupakan
pekerjaan yang rutin yang setiap hari dikerjakan dengan karakter
murid sama setiap tahunnya, serta kurikulum dan bahan ajar yang
juga sama.?®
Kendala-kendala yang ada tersebut akan dapat di atasi
dengan mudah apabila guru, kepala sekolah dan masyarakat sebagai
stakeholder sekaligus client memiliki persamaan persepsi, visi dan
misi yang sama dalam menciptakan pendidikan yang demokratis
dengan membangun model sekolah demokratis.
2. Profesionalisme Guru
a. Pengertian Profesionalisme Guru
Profesionalisme berasal dari kata bahasa inggris
professionalism yang secara leksiskal berarti sifat profesional.
Guru yang profesional memiliki sikap-sikap yang berbeda dengan
guru yang tidak profesional meskipun dalam pekerjaan yang sama
atau katakanlah berada dalam satu ruang kerja. Tidak jarang pula
orang yang berlatar belakang pendidikan yang sama menampilkan

kinerja profesional yang berbeda, serta berbeda pula pengakuan

2 Zamroni, Opcit , H 74



24

masyarakat kepada mereka.?* Sifat profesional berbeda dengan sifat
para profesional atau tidak profesional sama sekali. Sifat yang di
maksud seperti apa yang ditampilkan dalam perbuatan, bukan yang
dikemas dalam kata kata yang diklaim secara individual.

Profesinalisme dapat diartikan sebagai  komitmen para
anggota  suatu profesi untuk meningkatkan  kemampuan
profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi
yang di gunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan
profesinya itu.?

Suatu pekerjaan profesional menggunakan  teknik dan
prosedur yang bertumpu pada landasan intelektual, yang secara
sengaja harus dipelajari dan kemudian secara langsung dapat di
abadikan bagi kemaslahatan masyarakat. Hakikat profesi itu adalah
tanggapan bijaksana serta layanan dan pengabdian yang ditandai
oleh keahlian, teknik dan prosedur yang mantap serta sikap
kepribadian tertentu.?® Dengan demikian, seorang guru profesional
pada hakikatnya memiliki niat, kesadaran dan pemahaman,
kepedulian, dan komitmen yang tinggi untuk mengabdikan dirinya
kepada masyarakat, serta memberikan layanan dan pengabdian yang

dilandasi oleh falsafah yang mantap. Oleh karena itu, guru sebagai

24 Sudarwan Damin, Inovasi Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme
Tenaga Kependidikan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), H 22

% 1bid, H 23

26 Mulyasa, Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya Offset, 2013), H 25
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pekerja profesional dituntut untuk memiliki kemampuan serta
memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dan dewasa agar dapat
memberikan layanan profesional dan bermutu. Profesionalisme guru
merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian
dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pembelajaran yang
berkaitan pekerjaan seseoraang yang menjadi mata pencaharian.

Profesionalisme guru adalah mutu, kualitas, dan tidak tanduk
dari seorang guru yang profesional. profesinalisme guru adalah
kemampuan guru untuk melakukan tugas pokok sebagai pendidik
dan pengajar meliputi kemampuan merencanakan, melakukan, dan
melaksanakan evaluasi pembelajaran.?’ Pada prinsipnya guru harus
disupervisi secara periodik dalam melaksanakan tugasnya. Jika
jumlah guru banyak, maka kepala sekolah dapat meminta bantuan
wakilnya atau guru senior untuk melakukan supervisi.
Keberhasilan kepala sekolah sebagai supervisor antara lain dapat
ditunjukkan oleh meningkatnya kinerja guru yang ditandai dengan
kesadaran  dan keterampilan = melaksanakan tugas secara
bertanggung jawab.

Seorang profesional menjalankan pekerjaannya sesuai dengan
tuntutan profesi atau dengan kata lain memiliki kemampuan dan

sikap sesuai dengan tuntutan profesinya. Seorang profesional

27 pysat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), H 789



26

menjalankan kegiatannya berdasarkan profesionalisme,dan bukan
secara amatiran. Profesionalisme bertentangan dengan amatirisme.
Seorang professional akan terus-menerus meningkatkan mutu
karyanya secara sadar, melalui pendidikan dan pelatihan. Lebih
lanjut Tilaar menjelaskan bahwa Profesionalisme guru merupakan
kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan
kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang
berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata
pencaharian.?®

Berdasarkan = penjelasan-penjelasan  sebelumnya  dapat
disimpulkan bahwa, profesi adalah suatu jabatan, profesional adalah
kemampuan atau keahlian dalam memegang suatu jabatan tertentu.
Dengan demikian dapat kita katakan, bahwa profesional adalah
pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memang
dipersiapkan untuk pekerjaan tertentu dan bukan pekerjaan yang
dilakukan oleh mereka yang karena terpaksa melakukan pekerjaan
tersebut, bertitik tolak pada pengertian ini, maka pengertian guru
profesional adalah seseorang yang memiliki kemampuan, keahlian,
ketrampilan khusus dalam bidang keguruan secara akademis,
sedangkan profesionalisme adalah jiwa dari suatu profesi dan
profesional. Dengan demikian, profesionalisme guru adalah

kemampuan, keahlian, ketrampilan dalam melaksanakan tugas

2 Tilaer, Membenahi Pendidikan Nasional, ( Jakarta: PT Rineka cipta, 2002), H 86
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pokok yang meliputi mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik, dan
memiliki kompetensi kepribadian dan sosial.
b. Peningkatan Profesionalisme Guru

Untuk meningkatkan profesionalisme guru banyak aspek yang
terkait di dalamnya seperti tingkat pendidikan, kemampuan
mengkomunikasikan ilmunya kepada peserta didik, moralitas dan
loyalitas terhadap tugas serta kesejahteraan guru.?® Program
peningkatan profesional guru juga dapat dilaksanakan secara efektif
dan efisien melalui langkah langkah sistematis sebagai berikut. 1)
mengidentifikasikan kekurangan, kelemahan, kesulitan atau
masalah-masalah yang dihadapi maupun dialami guru; 2)
menerapkan program peningkatan profesional guru yang diperlukan
untuk kekurangan, kelemahan serta masalahmasalah di atas; 3)
merumuskan tujuan program peningkatan profesional guru yang
diharapkan dapat dicapai pada akhir program peningkatan; 4)
menetapkan serta merancang materi dan media yang akan digunakan
dalam peningkatan profesional guru; 5)  menetapkan serta
merancang metode dan media yang akan digunakan dalam
peningkatan profesional guru; 6) menetapkan bentuk dan

mengembangkan instrumen penilaian yang akan digunakan dalam

2 H.P Daulay, Pendidikan Islam Dalam Sistim Pendidikan Nasional Di Indonesia,
( Jakarta:Kencana, 2004) H 66-67
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mengukur keberhasilan program peningkatan profesional guru; 7)
menyusun dan mengalokasikan anggaran program peningkatan
profesional guru; 8) melaksanakan program peningkatan profesional
guru dengan materi, metode, media yang telah ditetapkan dan
dirancang; 9) mengukur keberhasilan program peningkatan
profesional guru; dan, 10) menerapkan program tindak lanjutnya.°

Salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kualitas guru adalah dengan kenaikan
jabatan/pangkat dengan angka kredit di mana guru berkualitas dapat
mencapai jenjang kepangkatan tertinggi hingga pengolong I1V/e.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 84 tahun 1993 tentang Petunjuk Praktis Peningkatan Profesi
bagi jabatan fungsional guru yang diterbitkan oleh Proyek
Peningkatan Sistem Standarisasi dan Tenaga Profesi Tenaga
Kependidikan Menengah Dikdasmen Depdiknas, disebutkan bahwa
kegiatan yang termasuk dalam peningkatan profesi meliputi: 1) karya
tulis/karya ilmiah di dalam bidang pendidikan, 2) menemukan
teknologi tepat guna, 3) membuat alat pelajaran/alat peraga atau alat
bimbingan, 4) menciptakan karya seni; dan, 5) mengikuti

peningkatan kurikulum.3!

30 Bafadal Ibrohim, Peningkatan Profesionalisme Guru, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2002), H
45

31 Depdiknas, Standar Kompetensi Guru Sekolah Menengah Kejuruan, (Dirjen
Dikdasmen Direktorat Tenaga Kependidikan Depdiknas RI, 2004), H 2



29

Salah satu upaya peningkatan profesionalitas guru yang
terbesar dan paling menyeluruh adalah ditetapkan UU RI Nomor 14
Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang memberikan
penghargaan dan perlindungan sekaligus menegaskan hak dan
kewajiban guru terhadap tuntutan peningkatan profesional.®2
Meskipun Undang-undang ini belum ditindaklanjuti oleh Peraturan
Pemerintah, Petunjuk Pelaksanaan maupun Petunjuk Teknisnya
tetapi setidaknya dengan disahkannya Undang-Undang tentang Guru
dan Dosen ini memperlihatkan adanya good will pemerintah
terhadap kemajuan dunia pendidikan, khususnya guru.

c. Kompetensi profesinalisme guru

Kompetensi merupakan kemampuan dan berwenangan guru
dalam melaksanakan profesi keguruannya. Kata “profesional”
berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata
benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru,
dokter, hakim, dan sebagainya. Dengan kata lain pekerjaan yang
bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan
oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan
pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat
memperoleh pekerjaan lain.3® Dengan bertitik tolok pada pengertian

ini, maka pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki

32 Undang Undang RI No. 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen, (Jakarta: Biro Hukum
Organisasi Sekretariat Jendral Depertemen Pendidikan Nasional, 2005), H 1
33 Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), H 14
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kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga
la mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan
kemampuan maksimal.

Dengan kata lain guru profesional adalah orang yang terdidik
dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya
bidangnya.®* Yang dimaksud dengan terdidik dan terlatih bukan
hanya memperoleh pendidikan formal tetapi juga harus menguasai
landasan landasan kependidikan.

1) Hakikat Profesi Guru

Secara terminilogi tertentu, Profesi dapat diartikan sebagai
suatu pendidikan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi
pelakunya, yang ditekankan pada pekerjaan mental, bukan
pekerjaan manual. menyebutkan ciri suatu ““ Profesi “antara lain:
(1) adanya pengetahuan khusus; (2) adanya kaidah ataustandar
moral yang tinggi; (3) mengabdi pada kepentingan masyarakat;
(4) ada izin khusus untuk melaksanakan suatu profesi, (5)
biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi.*

Hal di atas berbeda dengan apa yang disampaikan Oemar
Hamalik yang mengatakan bahwa profesi pada hakikatnya
adalah suatu peryataan atau janji terbuka bahwa seseorang akan

mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam

% 1bid, H 15
% Bafadal Ibrahim, Peningkatan Profesionalisme Guru, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2002), H
4-6
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arti biasa, karena orang tersebut terpanggil untuk menjabat
pekerjaan itu.®

Dengan memperhatikan definisi atau batasan profesi
tersebut. Profesi merupakan suatu pekerjaan dapat juga sebagai
jabatan yang menuntut keahlian tertentu dan memiliki etika
khusus menghidupi kehidupannya. Dengan demikian seorang
profesional berarti seseorang yang menjalankan pekerjaannya
sesuai dengan syarat-syarat, dan tuntutan dari profesi yang
disandangnya. Sifat dan sikap profesional yang dimiliki
seseorang terkait dengan profesinya disebut profesionalise atau
profesionalitas. Dalam konteks seperti ini kadang juga hanya
disebut profersional yang umumnya berarti merujuk pada orang
yang menyandang suatu profesi, atau merujuk pada kinerja
(performance) seseorang dalam melakukan pekerjaan yang
sesuai dengan profesinya.3’

Guru adalah salah satu faktor pendidikan yang memiliki
peransebagai ujung tombak dalam proses pembelajaran dalam
mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan visi
dan misi sekolah serta mengembangkan pembelajaran secara
optimal mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Oleh

karena itu keberadaan guru yang profesional merupakan hal

3% Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2002), H 1

37 Sudarwan Danim, Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme
Tenaga Kependidikan, ( Bandung: Pustaka Setia, 2002), H 21
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yang sangat penting seperti di ungkapkan Shapero bahwa pelaku
pekerja profesional merupakan sumber daya yang sangat penting
pada setiap aktivitas profesional, kendati memang semua
sumber daya tanpa kecualimempunyai peran dalam
menghasilkan performance profesionalitas tertentu.®

Mengingat tugas dan tanggung jawab guru, maka profesi
ini memerlukan persyaratan khusus antara lain dikemukakan
sebagai berikut: a) Menuntut adanya tingkat pendidikan
keguruan yang memadai; b) Menuntut adanya keterampilan
yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang
mendalam; ¢) Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang
tertentu sesuai dengan bidang profesinya; dan d) Memungkinkan
perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan. *°

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pekerjaan
yang tergolong ke dalam suatu profesi antara lain: a) Memiliki
kode etik, sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya; b) Memiliki klien/ objek layanan yang tetap; dan c)
Diakui oleh masyarakat karena memang diperlukan jasanya di
masyarakat.

Kompetensi Guru

38 |brahim Bafadal, Opcit, 2003, H 5

% Ibid, H 16
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Kompetensi guru dapat dirangkum ke dalam empat bidang
kompetensi, yaitu: (1) penguasaan bidang studi, (2) pemahaman
tentang peserta didik; (3) penguasaan cara pembelajaranyang
mendidik; dan (4) pengembangan kepribadian dan
keprofesionalan.*

Dalam standar pendidikan nasional dinyatakan bahwa :

Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru
mencakup: 1) Kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan
mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi
pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan
pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan
pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan
berbagai potensi yang dimilikinya; 2) Kompetensi
kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap,
stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi
peserta didik dan berakhlak mulia; 3) Kompetensi
profesional, adalah kemampuan penguasaan materi
pembelajaran secara luas dan mendalam yang
memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi
standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar
Nasional Pendidikan; 4) Kompetensi sosial, yaitu
kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat
untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan
peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan,
orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.*!

Keempat kompetensi tersebut secara praktis saling menjalin

secara terpadu dalam diri guru. Seorang guru yang terampil
mengajar tentu harus pula memiliki pribadi yang baik dan mampu
pula melakukan social adjustment dalam masyarakat. Keempat
kompetensi tersebut terpadu dalam karakteristik tingkah laku

guru.

40 Depdiknas, Op cit, H 3
41pp 13/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
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Hal di atas sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh
Daulay  yang mengelompokkan kompetensi tersebut: (1)
kompetensi penguasaan keilmuan, seorang guru harus menguasai
ilmu yang akan diajarkan dengan baik dan sesuai dengan tingkat
pada siapa ilmu itu diberikan, mencintai ilmu dan senantiasa giat
menambah ilmu; (2) kompetensi kemampuan
mengkomunikasikan ilmunya, termasuk dalamnya adalah
kemampuan persiapan mengajar, penguasaan kelas, penguasaan
metode mengajar yang tepat untuk mata pelajaran
tertentu,kemampuan  sumber/media, kemampuan hubungan
interpersonal dan lain-lain; (3) kompetensi moral akademik,
kemapuan mentranfer nilai, sebagai panutan atau teladan. Sebagai
teladan ini, merupakankompetensi moral yang terkait dengan
perilaku guru yang menjadi sumber moral bagi anak didiknya. 4?

Dan dengan yang Djohar ungkapkan bahwa guru yang
profesional harus memiliki kemampuan untuk merencanakan,
melaksanakan, menilai dan menganalisis hasil belajar. Untuk
mendukung kemampuan tersebut, seorang guru profesional
setidaknya memiliki 10 kompetensi kemampuan dasar, yaitu: (1)
mengusai bahan; (2) mengelola program; (3) mengelola kelas; (4)

menggunakan media dan sumber mengajar; (5) menguasai

42 Daulay, Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, (Jakarta:
Kencana, 2004), H102
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landasan kependidikan; (6) mengelola interaksi belajar; (7)
menilai prestasi pembelajaran untuk kepentingan pengajaran; (8)
melaksanakan bimbingan dan penyuluhan; (9) mengadakan
penelitian  untuk  peningkatan  pengajaran; dan  (10)
mengembangkan profesi keguruan.*®

Dengan memperhatikan berbagai pendapat di atas, hal yang
paling mudah teramati dari profesionalitas guru dalam proses
pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Intreraksi yang terjadi
dalam peristiwa belajar-mengajar mempunyai materi pelajaran,
tetapi juga mampu membuat perencanaan pembelajaran yang
realistis dan pencapaian target setiap program dengan jelas,
melakukan inovasi pendidikan dan menggeser peran pembelajaran
dari peran sebagai konsumen seperti: menyalin, mendengar dan
menghafal, ke peran sebagai produsen seperti: bertanya, meneliti,
mengarang, menulis kisah sejarah, presentasi hasil pengamatan
dan lain-lain. Dengan kata lain kegiatan pembelajaran, harus
difokuskan pada model pemberdayaan dan pengkoordinasi dari
pada model drill dan pemaksaan (indoktrinasi) sekaligus
menanamkan sikap dan nilai, memberikan dorongan atau motivasi
kepada pembelajar serta dapat dijadikan suri teladan “ing ngarso

sungtolodo, ing madyo mangun karsa, tut huri handayani

43 Djohar, Pendidikan Strategik: Alternatif untuk Masa Depan, ( Yogyakarta: LESFI,

1991) H 162
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(memberikan tauladan di depan, ditengah membangun semangat,
memberi dorongan dari belakang).
3) Karakteristik Kompetensi Guru

Jabatan guru adalah suatu jabatan profesi. Guru dalam
tulisan ini adalah guru yang melakukan fungsinya sekolah.*
Dalam pengertian tersebut, telah terkandung suatu konsep bahwa
guru profesional yang bekerja melaksanakan fungsi dan tujuan
sekolah harus memiliki kompetensi-kompetensi yang dituntut agar
guru melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tanpa
mengabaikan ~ kemungkinan adanya perbedaan tuntutan
kompetensi profesional yang disebabkan oleh adanya perbedaan
lingkungan sosial kultural dari setiap institusi sekolah sebagai
indikator, maka guru dinilai kompeten secara profesional, apabila:
1) Guru tersebut mampu mengembangkan tanggung jawab dengan
sebaik baiknya; 2) Guru tersebut mampu melaksanakan peran-
perannya secara berhasil; 3) Guru tersebut mampu bekerja dalam
usaha mencapai tujuan pendidikan (tujuan intruksional) sekolah;
dan 4) Guru tersebut mampu melaksanakan perannya dalam
proses mengajar dan belajar dalam kelas. Karakteristik itu akan

Kita tinjau dari berbagai segi tanggung jawab guru, fungsi, dan

44 Oemar Hamalik, Pendekatan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, (Jakarta:
Bumi Askara, 2002), H 38
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peranan guru, tujuan pendidikan sekolah, dan peranan guru dalam
proses belajar mengajar.
B. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan pengamatan dan studi awal penulis, tetdapat
beberapa penelitian terdahulu yang relepan di antaranya :

Penelitian Supriadi dengan judul: Pengaruh Desentralisasi
Pendidikan Terhadap Kualitas Pendidikan di Kabupaten Jembana
Provinsi Bali. Penelitian ini ditulis pada tahun 2009.%° Dalam
penelitian ini dibahas mengenai pengaruh desentralisasi terhadap
kualitas pendidikan secara umum tidak khusus mengenai
profesionalisme guru.

Lestriana dengan judul: Pengaruh Desentralisasi Pendidikan
Terhadap Peningkatan Profesionalitas Guru di Sekolah Menengah
Kejuruan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Penelitian ini
di tulis pada tahun 2010.%° Dalam penelitian ini mengungkapkan
terdapat pengaruh desentralisasi pendidikan terhadap Profesionalitas
Guru Menengah Kejuruan.

Adapun perbedaan dari penelitian diatas dengan penelian yang
peneliti buat adalah tidak ada yang secara kusus membahas tentang

pengaruh persepsi guru mengenai desentralisasi pendidikan terhadap

4 Ujang Didi Supriadi, 2009, Pengaruh Desentralisasi Pendidikan Terhadap Kualitas
Pendidikan Di Kabupaten jempana Propinsi bali. Jurnal Kependidikan, 1:37-58

4 Defle Lestriana, Pengaruh Desentralisasi Pendidikan Terhadap Peningkatan
Profesionalitas Guru Sekolah Menengah Kejuruan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman,
SkRisi Tidak DiTerbitkan, Yogyakarta: Universitas Yogyakarta
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profesionalisme guru.penelitian Supriadi hanya membahas tentang
desentralisasi terhadap kualitas pendidikan, dan penelitian Lestriana
membahas tentang pengaruh desentralisasi pendidikan terhadap
profesionalis guru, secara umum dan tidak membahas secara kusus
tentang profesionalisme guru.

. Kerangka Berfikir
Reformasi tahun 1999 membawa implikasi berbagai

perubahandalam dunia pendidikan, baik dari sisi paradigma maupun
kebijakan pendidikan. Salah satu perubahan paradigma pendidikan
dari yang sentralistik ke arah pemberian otonomi kepada daerah. Hal
ini melahirkan sistem desentralisasi pendidikan sebagai bentuk
perubahan dari sistem sentralisasi yang diberlakukan sebelumnya.
Penerapan sistem desentralisasi telah melahirkan berbagai
kebijakan dan perkembangan yang sangat revolusioner dalam konteks
usaha perbaikan kualitas pendidikan. Diantaranya adalah UU No 20
tahun 2003 dan UU No 14 tahun 2005 yang salah satunya adalah
penekanan pada profesionalisasi jabatan guru dan dosen. Pemberian
otonomi yang luas pada sekolah sebagai pelaksanaan dari
diterapkannya sistem desentralisasi pendidikan juga merupakan kunci
dari pelaksanaan demokratisasi dan otonomisasi yang memberi ruang
sangat luas tidak saja bagi upaya peningkatan kualitas pembelajar
tetapi sekaligus juga dalam hal memenuhi tuntutan profesionalitas
guru. Dalam sistem desentralisasi pendidikan, berbagai model dan

strategi  pembelajaran yang revolusioner dan konstruktif bagi
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tercapainya kemampuan pembelajar yang maksimal dapat dilakukan
tanpa adanya hambatan-hambatan struktural dan kekuatan kurikulum
sehingga membawa dampak positif bagi peningkatan kemampuan dan
profesionalitas guru sebagai para pelaku pendidikan. Semakin intent
pelaksanaan desentralisasi pendidikan semakin baik profesionalitas

guru SMP.

X > Y

Gambar. 1 Alur kerangka berpikir
Keterangan:
X = Variabel Persepsi Guru Mengenai Desentralisasi Pendidikan
Y = Variabel Profesionalitas Guru di SMPN 15 Kerinci

. Hipotesis
Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan
dalam bentuk kalimat pertanyaan.*’
Hi : Terdapat pengaruh persepsi guru mengenai desentralisasi
pendidikan terhadap profesionalisme guru di Sekolah

Menengah Pertama Negri ( SMPN) 15 Kerinci.

47 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R &
D, (Jakarta: 2009) H.96
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Tidak terdapat pengaruh persepsi guru mengenai desentralisasi
pendidikan terhadap profesionalisme guru di Sekolah

Menengah Pertama Negri ( SMPN) 15 Kerinci.



BAB Il
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif
dimaksudkan untuk mengangkat fakta fakta. Disebut demikian,
karena penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel dari satu
populasi dan mengunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data
pokok dengan tujuan mendeskripsikan implementasi desentralisasi
pendidikan dan aspek profesionalisme guru pada suatu setting
penelitian, yang selanjutnya dilakukan eksplorasi atau penggalian
pendapat,respon dan sikap subyek penelitian tentang implementasi
desentralisasi pendidikan dan profesionalitas guru, Hasil penelitian
yang berwujud data kuantitatif akan dianalisis dengan teknik statistik
deskriptif.  Analisis deskriptif merupakan analisis yang digunakan
untuk menjelaskan data yang diperoleh secara sistematis dalambentuk
kata, kalimat, skema dan gambar. Data hasil penelitian yang
diperoleh, dilakukan analisis data dengan teknik kuantitatif
berdasarkan persentase, yaitu teknik menganalisa data dengan cara
menjelaskan atau menggunakan angka-angka yang disajikan dalam
bentuk tabel, frekuensi dan persentase atau statistik deskriptif.

Penelitian ini Juga merupakan penelitian korelasi, karena di

dalam penelitian ini bertujuan untuk menemukan ada tidaknya

41
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hubungan antara pengaruh persepsi guru mengenai desentralisasi
pendidikan terhadap profesionalisme guru, penelitian korelasi adalah
salah satu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data

guna menentukan apa ada hubungan antara dua pariabel atau lebih.

B. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Suatu penelitian tentu memerlukan suatu objek yang akan di
jadikan sasaran penelitian, yang dimaksud sebagai objek
penelitian. oleh karena itu sebelum penelitian di laksanakan maka
penulis perlu menetapkan terlebih dahulu objek penelitian yang
disebut dengan istilah populasi dan sampel. Populasi adalah
wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang meneliti
kualitas dan karateristik tertentu yang di terapkan oleh peneliti
untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya“®
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas:
obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik
kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasinya yaitu para Guru

atau Pendidik SMPN 15 Kerinci yang yang berjumlah 46 orang

48 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif dan R
dan D, (Bndung, Alfabeta,2007 ) H.107
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2. Sampel
Pengambilan sampel merupakan suatu proses pemilihan
dan penentuan jenis sampel dan perhitungaan besarnya sampel
yang akan menjadi subjek dan objek penelitian. Sampel yang
secara nyata Yyang akan diteliti harus representatif dalam arti
mewakili populasi baik dalam karakteristik maupun jumlahnya.*®
dapat di pahami bahwa sampel merupakan angota populasi yang
dipilih diharapakan dapat mewakili populasi dangan mengunakan
teknik tertentu. Berdasarkan jumlah populasi tersebut penulis
menggunakan teknik totol sampling menjadikan jumlah populasi
sebagai sampel.
C. Teknik Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan adalah data yang dibutuhkan sesuai
dengan fokus penelitian. Pengumpulan data disesuaikan dengan
pendekatan yang digunakan. Karena penelitian ini mengunakan
kuantitatif sebagai pendekatan utama, maka pengumpulan data
dilakukan melalui seperangkat instrumen berupa angket. Angket
merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data secara tidak
langsung, angket berisi jumlah pertanyaan atau pernyataan yang
harus di jawab atau direspon. Instrumen dikembangkan dengan
langkah-langkah ~ sebagaimana  yang  dikemukakan yaitu

pengembangan spesifikasi, penulisan butir-butir pertanyaan, telaah

“Nana Syaodih Sukmadinata, Op.cit, H 252
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dan revisi butir-butir pertanyaan, perakitan butir butir pertanyaan ke
dalam instrumen, uji coba instrumen, analisis hasil uji coba,penentuan
perangkat akhir instrumen dan pengujian reabilitas dan validitas.
Kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengancara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis
kepada respondenuntuk dijawabnya. Setelah pertanyaan dijawab
kemudian dikembalikan lagi kepihak peneliti.>® Di samping itu, juga
dilakukan wawancara dan pengamatant erhadap subyek penelitian,
pada hal-hal yang dianggap perlu sebagai pendalaman dari apa yang
diperolen  pada  angket.  Ketika dilakukan  wawancara
mendalam(indepth interview) dan pengamatan sebagai pendalaman,
digunakan pedoman wawancara dan pedoman pengamatan sebagai
alat bantu. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan berbeloknya
fokus pengamatan dan wawancara. Pedoman wawancara dan
pedoman pengamatan berdasrkan pada indikator dari masing masing
fokus/variabel,  kemudian  dijabarkan  menjadi  butir-butir
pertanyaan.Wawancara dilakukan secara terbuka baik formal maupun
non formal.

Penelitian apapun sangat menjaga keabsahan data yang
dihimpun, karena setidak-tidaknya hasil penelitian, salah satunya
tergantung pada apakah data yang dikumpulkan itu terpercaya atau

tidak. Data yang sahih/valid adalah diperoleh instrumen yang valid

%lpbid, H 219
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atau terpercaya juga. Uji coba dalam penelitian ini dilakukan pada
validitas ahli atau expert ludgement.
D. Teknik Analisis Data
1. Uji Persaratan Analisis
Sebelum diadakan analisis data penelitian maka terlebih dahulu
dilakukan uji persyaratan yang meliputi:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui normal
tidaknya sebaran yang dinyatakan dalam penelitian ini. Pengujian
normalitas data dilakukan dengan menggunakan teknik Shopiro
wilk. dengan bawaan SPSS versi 16.00

b. Uji Linieritas

Uji linieritas dimaksudkan untuk mengetahui apakah antara
variabel bebas dengan variabel terikat berbentuk linier atau
tidak.Uji lenearitas dilakukan dengan bantuan SPSS.

2. Pengujian Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis yang digunakan dengan
menggunakan rumus analisis regresi sederhana untuk mengetahui
pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis
kuantitatif digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis penel-
itian atau sebagai data yang dapat diklasifikasikan ke dalam
kategori dengan wujud angka-angka atau statistik. Alat analisis

data yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini



digunakan analisis regresi sederhana. Persamaan

sederhana adalah sebagai berikut
Y=a+bx

Ket: Y =kriterium
X = prediktor
a = intersep (konstanta regresi) atau langsung

b = koefisien regresi®!

51 Sutrisno Hadi, Analisis Regresi, ( Yogyakarta: Andi Offset 2004) H, 2
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Sejarah Singkat Berdirinya SMPN 15 Kerinci

Pada tahun 1984 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 15
Kerinci didirikan, dengan kepemilikan gedung dan tanah berstatus milik
sendiri. Seperti halnya sekolah-sekolah umum negeri lainnya, urusan
administratif SMP Negeri 15 Kerinci berada di bawah naungan Dinas
Pendidikan Kabupaten Kerinci, dengan No. Statistik Sekolah (NSS)
201100504036.52

Pada mulanya lokasi lembaga pendidikan ini merupakan lahan
pertanian penduduk, karena adanya kerjasama yang dilakukan oleh
pihak sekolah dengan masyarakat, maka di antara beberapa orang
masyarakat yang lahan pertaniannya berada di lokasi ini sesuai
kesepakatan disumbangkan sebagai tempat pendirian lembaga
pendidikan ini.

Sekolah ini dirintis pada mulanya oleh beberapa tokoh
pendidikan/guru yang berasal dari daerah setempat dengan nama SMP
Swasta PGRI Belui dan dinegerikan pada tahun 1990 dengan nama SMP

Negeri 3 Air Hangat. Namun pada tahun 2010, seiring dengan adanyaa

52 Dokumentasi SMP Negeri 15 Kerinci, Desember 2019
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Nomenklatur TK, SD, SMP, dan SMA dalam Lingkup Daerah
Administratif Kabupaten Kerinci, maka SMP ini berubah namanya
menjadi SMP Negeri 15 Kerinci sampai sekarang.>* Seiring dengan
perputaran waktu dari tahun ke tahun SMP ini mengalami perkembangan
baik dari segi sarana prasarana, tenaga pendidik, kuantitas dan kualitas
siswa, dan sebagainya.

Dalam perjalanannya dari awal berdiri hingga sekarang, SMP Negeri
15 Kerinci telah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan seperti
yang tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 3 : Kepemimpinan Sekolah dalam Setiap Periode

No | Nama Kepala Sekolah Periode Jabatan
(1) @) ©)

1 Baharuddin 1984 — 1988

o | Ismail 1988 — 1992

3 | Karim 1992 - 1996

4 Taharuddin Sy 1996 — 2006

5 Ahmadi, S.Pd 2006 — 2010

6 Faisal, S.Pd 2010 — 2014

7 Damrus, S.Pd 2014 — Sekarang

Sumber Data: Dokumentasi SMP Negeri 15 Kerinci, Desember 2019

2. Visi, Misi, Program Kerja, dan Sasaran Pengembangan Sekolah
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 15 Kerinci

mempunyai visi dan misi serta program kerja untuk mendukung

53 Dokumentasi SMP Negeri 15 Kerinci, Desember 2019
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perkembangan sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung
di masa yang akan datang.
1) Visi
Adapun visi sekolah ini yang akan diemban adalah:

“MENJADI SEKOLAH YANG UNGGUL DALAM PRESTASI

BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA SERTA

BERKARAKTER INDONESIA.”

2) Misi

Misi SMP Negeri 15 Kerinci adalah :

a) Disiplin dalam kerja dan menerapkan pelayanan prima.

b) Melaksanakan program pembelajaran dan bimbingan secara
aktif dan selektif.

c) Menanamkan dasar-dasar agama yang kuat kepada siswa
sehingga setiap siswa memiliki bekal iman dan tagwa
(IMTAQ).

d) Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada
seluruh warga sekolah.

e) Menekankan budaya disiplin dalam segala kegiatan siswa
dalam membentuk kepribadian yang berdisiplin tinggidalam
dirinya.

f) Mendorong dan membantu setiap siswa mengenali potensi

dirinya secara optimal.

54 Damrus, Kepala SMP Negeri 15 Kerinci, Wawancara, Belui, 17 Januari 2020
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g) Menerapkan pola manajemen berbasis sekolah dengan
melibatkan selurun warga sekolah, masyarakat, dan penentu
kebijakan sekolah

h) Melaksanakan bimbingan belajar secara intensif sehingga setiap
siswa mampu berkembang secara optimal sesuai dengan potensi
yang dimiliki.

i) Mengembangkan minat dan bakat siswa melalui kegiatan ekstra
kurikuler.>®

3) Program Kerja Jangka Panjang

Diharapkan lima sampai sepuluh tahun mendatang akan dicapai :

a) Program Kerja Jangka Menengah Sarana dan prasarana sekolah
sudah lengkap;

b) Peningkatan status sekolah sesuai yang diinginkan;

c) Terpenuhinya sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah
sehingga dapat menunjang kemajuan sekolah.*®

Diharapkan dua sampai lima tahun mendatang akan dicapai:

a) Kuantitas dan kualitas siswa sebagaimana yang diharapkan
(jumlah siswa meningkat dari tahun ke tahun)

b) Semua sarana dan prasarana pendukung pembelajaran dapat

terpenuhi baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

55 Dokumentasi SMP Negeri 15 Kerinci, Desember 2019
% Dokumentasi SMP Negeri 15 Kerinci, Desember 2019



51

c) Terpenuhinya buku-buku perpustakaan yang mendukung
pembelajaran.
d) Semua kegiatan eksta kurikuler yang dijalankan oleh siswa

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.®’
4) Program Kerja Jangka Pendek

Diharapkan dalam waktu dekat akan dicapai:

a) Terciptanya pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan
menyenangkan secara keseluruhan;

b) Aktif segala kegiatan sekolah baik bidang akademik maupun
non akademik;

c) Masyarakat semakin tertarik untuk memasukkan anaknya ke
SMP Negeri 15 Kerinci;

d) Terciptanya hubungan yang lebih harmonis dan baik antara
pihak penyelenggara sekolah dengan komite sekolah.

e) Memberdayakan sarana dan prasarana sekolah secara optimal;
dan

f) Tersedianya sarana kegiatan ekstra kurikuler siswa yang
memadai.>®

5) Sasaran Pengembangan Sekolah
Setelah program kerja tersusun, maka yang menjadi sasaran

pengembangan sekolah adalah:

57 Dokumentasi SMP Negeri 15 Kerinci, Desember 2019
58 Dokumentasi SMP Negeri 15 Kerinci, Desember 2019
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a) Prestasi sekolah baik secara kolektif maupun individu siswa
meningkat dari tahun ke tahun.
b) Kuantitas dan kualitas siswa yang seimbang.
c) Tenaga guru dan karyawan yang profesional.
d) Sumber dana diperoleh tidak saja dari uang komite siswa.
e) Perluasan dan penambahan ruang praktek laboratorium fisika
dan biologi, serta peralatan-peralatannya.
3. Letak Geografis SMPN 15 Kerinci
Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 15 Kerinci
Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci. Secara geografis,
SMP Negeri 15 Kerinci ini terletak di Pahlawan pahlawan Belui
Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci. Adapun lahan yang
dimiliki oleh SMP Negeri 15 Kerinci ini adalah seluas 10.367 M?,
dengan rincian luas bangunan gedung sekolah 1.269 M?, kebun
sekolah seluas 350 M2, pekarangan sekolah seluas 2.050 M?, serta
lahan kosong seluas 1.714 M2.° Bapak Warsam, selaku wakil
kepala sekolah urusan sarana dan prasarana menjelaskan berikut
ini:
“Dilihat dari letak geografisnya SMP Negeri 15 Kerinci
sangatlah strategis, karena dapat dijangkau dengan mudah dari
area perumahan penduduk setempat, maupun penduduk yang
berada di desa-desa dalam Kecamatan Depati VII. Hal tesebut

tentulah sangat menguntungkan bagi perkembangan sekolah ini
di masa-masa mendatang”.®

59 Dokumentasi SMP Negeri 15 Kerinci, Desember 2019
60 Warsam, Wakasek. Sarana dan Prasarana SMP Negeri 15 Kerinci, Wawancara, Belui,
17 februari 2020
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Batas-batas tanah atau bangunan yang berada di sekitar sekolah
ini adalah sebagai berikut:
- Sebelah timur berbatasan dengan perumahan penduduk.
- Sebelah utara berbatasan dengan perumahan penduduk dan Sungai
Batang Merao.
- Sebelah selatan berbatasan dengan perumahan penduduk.

- Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh
mengenai implementasi sistem desentralisasi pendidikan yang
berjalan di SMPN 15 Kerinci Hal ini khususnya terkait dengan
peningkatan profesionalitas guru.

Berbagai informasi dan data yang terkait dengan tujuan
penelitian ini diperoleh dari subjek penelitian. Jumlah subjek
penelitian sebanyak 35 orang guru yang terdiri dari guru yang
berstatus PNS, Non-PNS (guru bantu, GTT,GTY). Subjek dalam
penelitian ini adalah guru yang mengajar di SMP Negeri 15 kerinci
Adapun kejelasnnya terdapat pada tabel 3 Sampel Penelitian pada Bab

. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana yang penulis maksud di dalam sub bab

ini merupakan hal-halhal yang berkenaan dengan alat-alat
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pendidikan itu sendiri. Alat-alat pendidikan yang erat
hubungannya dengan syarat-syarat yang dipergunakan dalam
rangka untuk memperlancar kegiatan proses belajar mengajar
(PBM) di SMP Negeri 15 Kerinci.

Tabel 4: Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMP Negeri 15 Kerinci

No Nama Jumlah Keadaan
1) ) ©) (4)

1 Ruang Kepala Sekolah 1 Ruang Baik
2 Ruan Tata Usaha 1 Ruang Baik

3 Ruang Wakil Kepala Sekolal - -

4 Ruang BP/BK 1 Ruang Baik

5 Ruang Majelis Guru 1 Ruang Baik

6 Ruang Bendahara - -

7 Ruang OSIS 1 Ruang Baik

8 Ruang UKS - -

9 Lemari Arsip TU 4 Buah Baik

10 Ruang Labor IPA 1 Ruang Cukup Baik
11 Perpustakaan 1 Ruang Baik
No Nama Jumlah Keadaan
(1) 2) 3) (@)

12 Ruang Kelas 9 Ruang Baik

13 Parkir 2 Lokasi Baik

14 WC Guru dan Pegawai 3 Kamar Cukup Baik

15 | WC Siswa 1 Kamar Cukup Baik
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16 Kantin 1 Buah Baik
17 Kursi Tamu Letter L 1 Set Baik
18 | Jam Dinding 4 Buah Baik
19 Meja dan Kursi Ruang Guru 31 Buah Baik
20 Meja dan Kursi Ruang TU 4 Buah Baik
21 Meja dan Kursi Ruang Kelas] 139 Buah Baik
22 Lemari Kantor 14 Buah Baik, Minin
23 Buku Pelajaran Pokok 160 Buah Baik
24 Buku Pelajaran Pelengkap 125 Buah Baik
25 Papan Tulis Kelas 12 Buah Baik
26 Lapangan Voli 1 Buah Baik
27 Alat Praktik Olahraga 3 Set Baik, Minin
28 Alat Praktek Labor 4 Set Baik, Minin
29 Komputer 9 Buah Baik, Minin
30 Projector 2 Buah Baik
31 Laptop 1 Buah Baik, Minin
32 Bel Sekolah 1 Perangkat Baik
33 Peralatan Upacara Bendera 1 Set Baik, Lengka
34 Mesin Mik/TOA 1 Set Baik

Sumber Data: Dokumentasi SMP Negeri 15 Kerinci, Desember 2020

Apabila dilihat dari tabel di atas, maka dapat diketahui

bahwa dari semua sarana dan prasarana yang dimiliki SMP

Negeri 15 Kerinci masih terdapat kekurangan dari segi kualitas

dan kuantitasnya. Upaya-upaya perbaikan dan pemenuhan sarana

dan prasarana pendidikan hingga saat ini masih terus dilakukan,
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baik secara swadaya oleh sekolah, maupun pengajuan bantuan

dana/anggaran pembangunan fisik sekolah kepada pihak

pemerintah.

. Stuktur Organisasi sekolah

Dalam struktur organisasi SMP 15 Kerinci untuk menjalankan

tugas sekolah, maka ada beberapa komponen yang memegang jabatan

sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Kepala sekolah, berfungsi dan bertugas sebagai pendidik
edukator, manager, admnistrator dan supervisor.

Wakil kepala sekolah berfungsi membantu kepala sekolah dalam
kegiatan-kegaitan pokok kepala sekolah, bidang kurikulum,
kesiswaan, sarana dan prasarana, dan hubungan dengan
masyarakat.

Guru mata pelajaran bertugas melaksanakan proses pembelajaran
secara efektif dan efisien.

Wali kelas bertugas membantu kepala sekolah dalam kegiatan
pengelolaan kelas, penyelenggaraan administrasi kelas, dan
sebagainya.

Guru Bimbingan dan Konseling (BK) bertugas membantu kepala
sekolah dalam kegiatan memberikan bimbingan dan konseling
kepada peserta didik.

Pustakawan sekolah bertugas membantu kepala sekolah dalam

pengelolaan perpustakaan.
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7) Guru Labor bertugas membantu kepala sekolah dalam
pengelolaan laboratorium.

8) Bendaharawan bertugas mengatur masalah keuangan sekolah,
mulai dari tahap perencanaan hingga pengeluaran dana.

9) Tata usaha bertugas dalam pelaksanaan administrasi sekolah, baik
administrasi bagi guru, siswa, maupun sarana dan prasarana.

10) Komite sekolah vyaitu sebagai mitra kerja dari lembaga
pendidikan.

11) Osis SMP Negeri 15 Kerinci merupakan suatu wadah bagi siswa
untuk  menumbuhkan dan  mengembangkan kesadaran
berorganisasi serta kecakapan siswa.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi dari papan struktur
organisasi SMP Negeri 15 Kerinci di Ruang Kepala Sekolah tertuang

pada bagan berikut ini
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Struktur Organisasi

SMP Negeri 15 Kerinci

KOMITE KEPALA
Ketua: Aprilmi - Damrus, S.Pd
WAKA. KURIKULUM DAN
KESISWAAN
Padmirizal, S.Pd KEPALA TU
Khaidir, S.Pd
WAKA. SARANA DAN
PRASARANA
Warsam, S.PdlI
STAF TU:
1. Sasnarti, SE
BENDAHARA 2. Maidar, SE
Artati, S.PdlI 3. Dasmaniar
4, Indefnawati
PERPUSTAKAAN
Rositawati, S.Pd
LABOR IPA
Abrinalis, S.Pd
| |
GURU MATA WALI-WALI
PELAJARAN KELAS GURU BK
PELAYAN

SISWA-SISWA

Sumber Data: Dokumentasi SMP Negeri 15 Kerinci, Desember 2019
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Pendidikan
No Nama Terakhir/ Jabatan Pell\gfaf?an
Jurusan yang
Diajarkan
1) ) 3 (4) ®)
1 Damrus, S. Pd S.1/FKIP Kepala PKn
2 | Padmirizal, S.Pd S1/Olahraga WK. Penjaskes/B
Kurikulum K
dan
Kesiswaan
3 | Warsam, S.Pdl S.1/PAI Wakasek. PAI
Sarpras
4 Rositawati, S.Pd S.1/B.Indonesia Ka. B. Indonesia
Pustaka
5 Abrinalis, S.Pd S.1/Fisika Ka. IPA
Labor
IPA
6 | Arnisllyas D.I/F.KIP Guru Prakarya
7 | Hj. Yuspaneli,S.Pd | S.1/B.Indonesia Guru B. Indonesia
8 Nismar, S.Pd S.1/Ekonomi Guru Matematika
9 | Elsukmaryani, S. Pd S.1/Sejarah Guru IPS
10 | Hj. Idialisna, S. Pd S.1/IPS Guru Seni Budaya
11 | Nelpa Dewenti, S. Pd| S.1/Matematika Guru Matematika
12 | Iwan Purnadi, S. Pd S.1/Ekonomi Guru IPS
13 | Evia Nopita, S.Pd S.1/Biologi Guru IPA
14 | Drs. H. Yusman S.1/PKn Guru PKn
15 | Nidarnawati D.1/B.Inggris Guru B.Inggris
16 | RiaHasni, S. Pd S.1/Ekonomi Guru IPS
17 | Erliani, S.Pd S.1/Ekonomi Guru B.Inggris
18 | Dra. Lidia Sasmaina S.2/Fisika Guru Fisika
19 | Jumarli, S.Pdl S.1/Tarbiyah Guru PKn/PAI
20 | Yenti Widya, S.Pd S.1/B.Inggris Guru B. Inggris
21 | Joni Sulfahmi, S.PdI S.1/BKI Guru BK
22 | Panriadi, S.PdI S.1/PAI Guru TIK
23 Bogy Pornika ,S.PdlI S.1/PAI Guru PAI
24 Novita Sari, S.Pd S.1/Biologi Guru PKN
25 | Niswarti, S.Pd S.1/Matematika Guru Matematika
26 | Loni ovrisia, S.Pd S.1/Biologi Guru Biologi
28 | Nurul Hamidah, SPd| S.1/B.Indonesi Guru B. Indonesia
a
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Pendidikan Mata

No Nama Terakhir/ Jabatan Pelajaran

Jurusan yang

Diajarkan
1) 2 ®3) (4) (®)
30 | Nopendro, SPd S.1/Biologi Guru Biologi
31 | Susnarti, Spd S.1/Ekonomi Guru TIK
32 | Zulkifli, S. Pd S/ Guru Matematika
Matematika
33 | Artati, S.Pdl S.1/PAI Bendahar -
a

35 | Yesi Utami, SPd S.1/B.inggris Guru B.Inggris
36 | Veni gusvianti, SPd| S.I/Biologi Guru IPa
37 | Osi Dea Savera S.1'/B. Inggris Guru B. inggris
38 | Metagustila S.1/B. Guru B. Indonesia

Indonesia
39 | Naswar, SPd S.1/ Olahraga Guru Penjaskes
40 | Anggia putri, S.Pd S.1/B.inggris Guru B.Inggris
41 | Khaidir, S.Pd S.1/Ekonomi Ka. TU -
42 | Sasnarti, SE S.1/Ekonomi Staf TU -
43 | Maidar, SE S.1/Ekonomi Staf TU -
44 | Dasmaniar SMA Staf TU -
45 | Indefnawati SMA Staf TU -
46 | Yunardi SMP Pelayan -

Sumber Data: Dokumentasi SMP Negeri 15 Kerinci, Desember 2019

Dalam bagian ini, Penulis akan menyajikan data yang bertujuan

untuk mengetahui

ketercapaian guru pada

variabel yang di

ujikan.Berdasarkan verifikasi terhadap data penelitian, dari data yang

diperoleh

layak diolah yaitu sebanyak 35

dikemukakan deskripsi hasil data penelitian:

guru.

Berikut ini
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B. Hasil Penelitian
1. Deskripsi Data
Berdasarkan pengolahan data mengenai persepsi guru mengenai
desentralisasi pendidikan di SMPN 15 Kerinci diperoleh hasil
sebagai berikut:

Tabel :6 Distribusi Frekuensi dan Persentase Persepsi Guru Mengenai
Desentralisasi Pendidikan di SMPN 15 Kerinci

Kategori Frekuensi Persentase
Sangat Tinggi 30 85,71%

Tinggi 5 14,29 %

Sedang 0 0%

Rendah 0 0%
Sangat Rendah 0 0%

Jumlah 35 Guru 100%

Data olahan 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat tentang persepsi guru mengenai
desentralisasi pendidikan secara umum pada kategori sangat tinggi,
yaitu sebanyak 30 atau sebesar 85,71 %, untuk kategori tinggi yaitu
sebanyak 5 atau sebesar 14,29%, sedangkan tidak ada guru yang
berada di kategori sedang, kategori rendah, dan kategori sangat
rendah. Secara keseluruhan persepsi guru mengenai desentralisasi
pendidikan berada pada kategori sangat tinggi dengan rata-rata skor
103, 05.

Sebelumnya berdasarkan pengolahan data profesionalisme guru di

SMPN 15 Kerinci diperoleh hasil sebagai berikut:
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Tabel 7: Distribusi Frekuensi dan Persentase Profesionalisme Guru di

SMPN 15 Kerinci

Kategori Frekuensi Persentase
Sangat Tinggi 20 57,14%
Tinggi 15 42,86%
Sedang 0 0%
Rendah 0 0%
Sangat Rendah 0 0%
Jumlah 35 100%

Dari tabel di atas dapat dilihat tentang profesionalisme guru di

SMPN 15 Kerinci. Secara umum tergolong sangat tinggi, yaitu sebanyak

20 atau sebesar 57,14%, untuk kategori tinggi sebanyak 15 atau sebesar

42,86%, sedangkan tidak ada guru yang berada pada kategori sedang,

kategori rendah dan

katagori sangat rendah. Secara keseluruhan

profesionalisme guru di SMPN 15 Kerinci berada pada kategori sangat

tinggi dengan rata-rata skor 135,08.

2. Pengujian Hipotesis

a. Uji Persyaratan Analisis

1) Uji Normalitas

Uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk

mengetahui apakah data yang berasal dari populasi yang

terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal.’! Uji

normalitas berguna untuk menentukan data yang

telah

dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi

normal. Untuk uji normalitas angket

profesionalisme dan

1Yulingga Nanda hanief dan Wasis Himawanto, Statistik Pendidikan, (Yogyakarta: CV

Budi Utama, 2017), hal.68
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desentralisasi guru mengunakan metode Shapiro-Wilk, hasil uji
normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8: Uji Normalitas Persepsi Guru Mengenai Desentralisasi
Pendidikan Terhadap Profesionalisme Guru di SMPN 15 Kerinci

Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnov? Shapiro-Wilk

Statistic | df Sig. | Statistic | Df Sig.

Profesionalisme .128 35 .160 .958 35 .204

Desentralisasi 129 35 152 .945 35 .080

Dari hasi uji normalitas di atas diketahui nilai sig untuk
profesionalisme sebesar 0,160, dan nilai sig untuk persepsi guru
mengenai desentralisasi sebesar 0,152. Jadi dapat disimpulkan
bahwa 0,160 dan 0.152 > 0.05 maka dapat dikatakan bahwa data
profesionalisme guru mengenai desentralisasi pendidikan di
SMPN 15 Kerinci adalah berdistribusi normal.

2) Uji Linearitas

Uji Linieritas dimaksudkan untuk mengetahui apakah antara
variabel bebas dengan variabel terikat berbentuk linier atau tidak.
Uji linieritas bertujuan utuk mengetahui linear atau tidaknya
hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Adapun maksud
dari hubungan yang linear bahwa setiap kenaikan variabel X juga
diikuti oleh kenaikan variabel Y. Begitu juga dengan setiap
penurunan variabel X akan diikuti dengan penurunan variabel Y.
Analisis data dapat dilanjutkan apabila data tersebut linier. Hasil

uji linearitas dapat dilihat pada tabel berikut:




Tabel 9: Uji
Desentralisasi Pendidikan Terhadap Profesionalisme Guru Di
SMPN 15 Kerinci

linearitas

Persepsi
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Guru Mengenai

Sum of | df | Mean F Sig.
Squares Square
(Combined) 442.943| 13| 34.073| .989| .493
Between | Linearity .059| 1 .059| .002| .967
Profesion | Groups
alisme iati
Deviation | 442 884 | 12| 36.907| 107 .a20
from Linearity 1
Desentrali
sasi -
Within Groups 723.800 | 21| 34.467
Total 1166.743| 34

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa signifikansi sebesar

0.429. Nilai tersebut lebih besar dari 0.05, sehingga terdapat

hubungan yang linear antara variabel X dan Y.

b. Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh

Persepsi  Guru Mengenai

Desentralisasi Pendidikan Terhadap Profesionalisme Guru Di SMPN

15 Kerinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 10: Uji Hipotesis

Persepsi Guru Mengenai Desentralisasi
Pendidikan Terhadap Profesionalisme Guru Di SMPN 15 Kerinci
SMPN 15 Kerinci

Model Unstandardized Standardized T Sig.
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta
L (Constant) 136.265 28.843 4.724 .000
Desentralisasi -.011 .280 -.007| -.041 .968
a. Dependent Variable: Profesionalisme

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa thiung antara

persepsi

guru mengenai

desentralisasi pendidikan terhadap
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profesionalisme guru di SMPN 15 kerinci sebesar 4.724, Dengan
probabilitas 0,000 yang nilainya di bawah pada taraf signifikan 0,05.
Berdasarkan hal tersebut di ketahui bahwa 0,05 >0,000 maka H, di
terima dan Ho ditolak, artinya terdapat pengaruh persepsi guru
mengenai desentralisasi pendidikan terhadap profesionalisme guru di
SMPN 15 Kerinci

B. Pembahasan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar
persepsi guru mengenai desentralisasi pendidikan di SMPN 15 Kerinci.
Hasil analisis membuktikan bahwa persepsi guru mengenai desentralisasi
sangat tinggi. maksudnya adalah sebagian besar guru di SMPN 15
kerinci  sangat memahami tentang apa itu desentralisasi pendidikan
dilihat dari pengisian angket yang mana guru pada lembaran angket
penelitian guru memahami.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar
profesionalisme guru di SMPN 15 Kerinci. Hasil analisis membuktikan
bahwa profesionalisme guru di SMPN 15 Kerinci sangat tinggi di lihat
dari pengisian angket profesionalisme guru. Maksudnya adalah guru di
SMPN 15 Kerinci dari pengisian angket sangat profesional yang mana,
Guru yang profesional memiliki sikap-sikap yang berbeda dengan guru
yang tidak profesional meskipun dalam pekerjaan yang sama atau
katakanlah berada dalam satu ruang kerja. Tidak jarang pula orang yang

berlatar belakang pendidikan yang sama  menampilkan Kkinerja
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profesional yang berbeda, serta berbeda pula pengakuan masyarakat
kepada mereka.

Selanjutnya penelitian ini juga bertujuan untuk menunjukkan
seberapa besar pengaruh persepsi guru mengenai desentelisasi Pendidian
terhadap  profesionalisme guru di SMPN 15 Kerinci. Hasil analisis
membuktikan  bahwa terdapat Pengaruh Persepsi Guru Mengenai
Desentralisasi Pendidikan (X) terhadap Profesionalisme Guru ().

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai
suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan
kebalikan dari sentralisasi, di mana sebagian kewenangan pemerintah
pusat di limpahkan pada pihak lain.%

Reformasi tahun 1999 membawa implikasi berbagai perubahan
dalam dunia pendidikan, permasalahan pertama di indonesia adalah
rendah nya mutu pendidikan dari setiap jenjang dan satuan pendidikan
dasar dan menengah sedikitnya ada tiga faktor utama yang menyebabkan
mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan yang merata, pertama
kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan
pendekatan education prodution fanction atau input —output analisis

yang tidak dilaksanakan secara konsekuen, Kedua, penyelenggaraan

62 Yoyon Bahtiar Irianto, Kebijaakan Pembaruan Sistem, (Jakarta: PT Rajagrafindo
Persada, 2011), H 92
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pendidikan  nasional dilaksanakan secara birokratik— sentraliastik
sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan
sangat tergantung pada keputusan birokratis, yang mempunyai jalur yang
sangat panjang dan kadang kadang kebijakan tidak sesuai dengan kondisi
sekolah setempat, dan ketiga peran serta masyarakat khususnya orang
tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim, partisipasi
masyarakat lebih banyak bersifat dukungan input( dana) bukan pada
proses pedidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi dan
akuntabilitas). Hal ini melahirkan  sestim desentralisasi pendidikan
sebagai bentuk perubahan dari sistem sentralisasi yang di berlakukan
sebelumnya, timbul masalah baru dari lahirnya desentralisasi pendidikan
karena masih masih mengikuti budaya lama sehingga (kepala sekolah,
guru) agak kesulitan dalam mengelola berbagai wewenang dan tanggung
jawab yang sudah di ambil alih oleh sekolah.

Penelitian ini mendukung penelitian- penelitian terdahulu seperti
Supriadi dengan hasil bahwa desentralisasi  pendidikan  dasar
berpengaruh terhadap kualitas pendidikan.®® Senada dengan penelitian
tersebut Toifur mengemukakan bahwa kualitas pendidikan bisa
ditingkatkan melalui desentralisasi pendidikan.®* Kemudian Lastriana

membuktikan bahwa kebijakan desentralisasi pendidikan berpengaruh

83 Ujang Didi Supriadi, 2009, Pengaruh Desentralisasi Pendidikan Dasar Terhadap
Kualitas Pendidikan Di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, Jurnal Kependidikan, 1; 37-58

8 Toifur, 2011, Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Desentralisasi Pendidikan,
Insania, 16 (2): 219- 233
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terhadap peningkatan profesionalitas guru. ®® Begitu pula penelitian yang
dilakukan oleh Hisban yang menguraikan bahwa kebijakan desentralisasi
pendidikan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi peningkatan
layanan dan mutu pendidikan; kebijakan ini juga memberi kebijakan
positif yang berarti bagi pendidikann formal.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa kebijakan
desentralisasi memainkan peranan yang sangat penting. Sebelum
otonomi, peran pemerintah sangat dominan hampir semua aspek
pendidikan mulai dari pereencanaan sampai evaluasi dilaksanakan di
tingkat pusat. pendidikan di kelola tampa mengembangkan kemampuan
kreatifitas masyarakat, malah cenderung meniadakan partisipasi
masyarakat dalam pengelolaannya namun demikian yang paling
terpenting adalah semua guru harus meningkatkan profesionalitasnya
agar tujuan pendidikan dapat tercapai.

Terdapat keterbatasan dalam studi ini. Pertama, penelitian ini masih
terbatas karena pada satu sekolah saja, sehingga hasilnya belum
mengambarkan kondisi  kinerja guru di indonesia. Kedua,
profesionalisme guru dipengaruhi banyak faktor, tidak hanya mengenai
persepsi mengenai desentralisasi pendidikan, dalam studi ini peneliti

tidak melakukan kajian variabel bebas yang lebih luas.

% Defie Lastriana, 2010, Pengaruh Desentralisasi Pendidikan Terhadap Peningkatan
Profesionalisme Guru Di Sekolah Menengah Kejuruan Di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman,
Skripsi Tidak Diterbitkan, Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan di

dalam Bab 1V, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1.

Persepsi guru mengenai desentralisasi pendidikan di SMPN 15 Kerinci
dikategorikan sangat tinggi

Profesionalisme guru di SMPN 15 kerinci dikatagorikan sangat tinggi.
Terdapat pengaruh Persepsi guru mengenai desentralisasi pendidikan

terhadap profesionalisme guru di SMPN 15 kerinci

B. Saran

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan di

dalam Bab 1V, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1.

Pimpinan sekolah hendaknya memberikan dukungan nyata melalui
penghargaan maupun sanksi terhadap kinerja guru, menciptakan iklim yang
sehat dan demokratis, peningkatan sarana prasarana maupun anggaran
pendidikan yang memadai serta pemberian kesejahteraan yang layak
sebagai penghargaan terhadap beban kerja yang semakin berat bagi guru.

Pimpinan sekolah harus memikirkan untuk membuat rencana pencapaian
target-target yang harus dicapai bukan oleh peserta didik tetapi juga para
pelaksana pendidikan seperti adanya tolak ukur penelitian berbasis kinerja,
prestasi, kemandirian dan moralitas atau akhlak mulia. Evaluasi berkala

danmencari jalan keluar berbagai permasalahan pendidikan.
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LAMPIRAN 1.

INSTRUMEN PENELITIAN

DESENTRALISASI PENDIDIKAN DAN PROFESIONALISME
GURU

KERINCI

MEDINA YULIASTRI
NIM. 1610206032

MAHASISWA JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI
1440 H /2019 M



Pengaruh Persepsi Guru Mengenai Desentralisasi Pendidikan Terhadap
Profesionalisme Guru di SMPN 15 Kerinci
(Studi pada Guru di SMPN 15 Kerinci )

Kisi-kisi Instrumen Penelitian

1. Profesionalisme Guru

F}g igl?t?:lln Indikator Variabel No ltem ‘]lljtn;rlgh
a. Memiliki keterampilan mengajar 1,2,3,4,5,6,7 7
Profesionalisme
Guru b. Memiliki Wawasan yang luas 8,9,10,11,12 5
c. Menguasai kurikulum 13,14 2
d. Menguasai media pembelajaran 15,16, 17, 18,19, 20 6
e. Penguasaan Teknologi 21,22,23,24 4
f. Memiliki kepribadian 25, 26, 27, 28 4
g. Menjadi teladan sebagai pendidik 29, 30, 31,32 4
Total 32




2. Desentralisasi Pendidikan

_ Jumlah
Variabel Indikator Variabel Item
Penelitian No Item

Desentralisasi | a. Kurikulum 1,2,345 5
Pendidikan
b. Pemberian kewenangan dan tanggung 6,7,8 3
jawab yang besar kepada sekolah
c. Sekolah menetapkan standar kualifikasi 9, 10, 11, 12,13 5
profesionalitas guru sesuai kebutuhan
d. Iklim demokrasi di sekolah 14,15,16, 17, 18,
19, 20 7
e. Menyikapi berbagai kebijakan sekolah
21,22,23,24, 4
Total 24




ANGKET PENELITIAN

A. Pengantar
Angket penelitian ini disusun dan ditujukan untuk memperoleh data

yang dibutuhkan dalam penyusunan skipsi dengan judul: “Pengaruh Persepsi
Guru Mengenai Desentralisasi Pendidikan Terhadap Profesionalisme Guru di
SMPN 15 Kerinci (Studi pada Guru di SMPN 15 Kerinci )

Demi tercapainya tujuan tersebut maka saya mohon kesediaan guru
yang dipilih sebagai responden untuk meluangkan waktu mengisi jawaban
pada angket ini guna membantu terlaksananya penelitian. Pernyataan dalam
angket ini tidak memiliki kategori benar atau salah. Jawaban yang bapak/ibuk
berikan juga akan dijaga kerahasiaannya dengan baik. Oleh sebab itu Anda
tidak perlu takut, khawatir, ragu-ragu dan malu untuk memberikan jawaban
sesuai dengan keadaan diri anda yang sesungguhnya. Atas perhatian dan

kesediaan anda diucapkan terima kasih.

B. ldentitas Pribadi

Nama . WM BN
Guru mata pelajaran vvrer: SO OO reert ORISR
Hari/ Tgl. Pengisian e Lo

C. Petunjuk Pengisian
Angket penelitian ini terdiri atas dua bagian, yakni: bagian 1 (angket
profesionalisme Guru) dan bagian 2 (angket penelitian Desentralisasi
pendidikan). Masing-masing bagian terdiri dari beberapa pernyataan.
Bapak/ibuk diminta menyatakan bagaimana keadaan bapak/ibuk sesungguhnya

dengan cara memberikan tanda centang (V) pada salah satu kolom.



Petunjuk pengisian bagian |

Untuk menjawab pernyataan Profesionalisme Guru disediakan lima

pilihan jawaban yaitu: Selalu (SL), Sering (SR), Kadang-kadang (KK), Jarang
(JR), Tidak Pernah (TP).

Contoh: Profesionalisme Guru

No

Pernyataan

Alternatif jawaban

SL |SR |[KK |JR |TP
1 | Saya melakukan Remedial teaching N
maupun remedial test bagi siswa yang
tertinggal dalam prestasi
Pada contoh tersebut, Anda menyatakan jarang pada pernyataan “Saya
melakukan Remedial teaching maupun remedial test bagi siswa yang
tertinggal dalam prestasi”, maka Anda dapat memberikan centang(\ ) pada
kolom jarang (SR).
Petunjuk pengisian bagian 11
Untuk menjawab pernyataan Profesionalisme Guru disediakan lima
pilihan jawaban yaitu: Selalu (SL), Sering (SR), Kadang-kadang (KK), Jarang
(JR), Tidak Pernah (TP).
Contoh: Desentralisasi Pendidikan
No Pernvataan Alternatif jawaban
y SS[s [RR [TS |sSTS
1 | Guru membuat silabus sebelum mengajar N

Pada contoh tersebut, Anda menyatakan jarang pada pernyataan “Saya selalu
tidak membuat silabus sebelum mengajar”, maka Anda dapat memberikan
centang( \ )pada kolom tidak setuju (TS).




Bagian 1: Profesionalisme guru

Pilihan Jawaban

No Pernyataan
SL|SR|KK|JR|TP

1. | Saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk
bertanya mengenai materi diajarkan

2. | Saya mengadakan variasi atau cara yang berbeda dalam
menyampaikan mata pelajaran.

3. | Saya Mampu menjadi meneger yang baik dalam proses
kegiatan Belajar mengajar

4. | Saya menyisipkan pesan moral dalam setiap event tatap
muka dengan siswa didik selama kegiatan belajar
mengajar

5. | Saya tidak membuat kesimpulan tentang materi yang
sudah dibahas

6. | Saya selalu menginformasikan materi pertemuan yang
akan datang, kemudian berdo’a, dan mengucapkan
salam

7. | Saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk
bertanya mengenai materi yang diajarkan

8. | Saya menyampaikan materi pembelajaran berdasarkan
ilmu dari buku buku yang bersangkutan dengan
pembelajaran

9. | Saya menjelaskan setiap pokok bahasan dengan runtun
dari yang paling mudah menuju yang lebih rumit,
sehingga siswa lebih mudah memahami.

10. 1 Saya memberikan contoh-contoh materi pembelajaran
yang sesuai kehidupan sehari-hari siswa

11. | Saya sesekali menghadiri seminar seminar yang dapat
menambah wawasan untiuk KBM

12. | Sebelum memulai proses pembelajaran, saya terlebih

dahulu menyelesaikan tujuan yang akan dicapai dari
materi yang akan di pelajari hari ini.




13. | Saya melakukan pembelajaran secara berurutan dan
terstuktur

14. | Dalam melakukan pembelajaran, saya selalu
menggunakan media atau a untuk memudahkan
pemahaman materi pembelajaran.

15. | Saya mengunakan media pembelajaran yang menarik
dan bervariasi .

16. | Saya tidak mengunakan silabus dengan baik sehingga
membuat para siswa tidak terarah

17. | Saya mengarahkan siswa untuk menggunakan buku-
buku dalam perpustakaan

18. | Media dan sumber belajar yang saya gunakan sangat
membantu untuk lebih meahami tentang pokok
pembahasan yang diajarkan.

19. | Saya menggunakan buku paket, serta sumber lain yang
berkaitan dengan pokok pembahasan

20. | Saya mengunakan komputer/leptop dengan baik dalam
kegiatan belajar mengajar.

21. | Saya mengunakan infocus dalam melakukan kegiatan
pembelajaran.

22. | Dalam melakukan pembelajaran, saya mengunakan
media internet untuk menambah informasi materi
pembelajaran.

23. | Saya tidak mengunakan infocus untuk menerangkan
pelajaran bergambar kepada siswa sehinga pelajaran
tidak terarah.

24. | Saya berbicara kasar ketika belajar

25. | Saya selalu sabar menghadapi siswa di kelas

26. | Saya tidak pernah pilih kasih dalam memberikan nilai
kepada siswa

27. | Jika siswa ribut, maka saya akan lekas menegur
dengan marah marah

28. | Saya selalu melewatkan waktu dalam mengajar




29. | Saya bersikap ramah kepada orang orang di sekitar saya
30. | Saya selalu mengunakan pakayan yang sopan.

31. | Saya datang terlambat kesekolah

32. | Saya selalu mengucapkan salam apabila memasuki

ruangan belajar




Bagian 2: Desentralisasi Pendidikan

No

Pernyataan

Pilihan Jawaban

SS

S

RR

TS

STS

Muatan kurikulum ditetapkan oleh Departemen
Pendidikan Nasional

2 | Ujian akhir nasional merupakan salah satu kebijakan
untuk menetapkan standar mutu sekolah

3 | Keputusan standar kelulusan diseragamkan untuk
semua sekolah, agar menyamaratakan standar
pendidikan nasional

4 | Kurikulum dapat dikembangkan sekolah sesuai
dengan kondisi daerah, artinya bersifat fleksibel

5 | Rentang waktu pencapaian kurikulum standar
nasional tidak dapat ditentukan dari pusat sehingga
penyusunan tiap daerah berikutnya tidak sama

6 | Kepala sekolah membuat keputusan melalui
kesepakatan bersama

7 | Sekolah menentukan sendiri hari efektif dan hari
libur

8 | Sekolah bersama komite sekolah berkualifikasi dalam
memutuskan profesionalitas guru sesuai kondisi
sekolah dan kebutuhan user terhadap keluaran

9 | Kepala sekolah dan guru/pegawai yang mengurusi
bagian keuangan menangani penataan keuangan

10 | Kepala sekolah dan guru tertentu menangani
penentuan anggaran kebutuhan sarana

11 | Kepala sekolah dan guru tertentu menangani

penentuan anggaran kebutuhan prasarana




12 | Kebijakan kepala sekolah yang tidak sesuai dengan
kepentingan sekolah ada pihak dari komite sekolah
yang mengKritisi

13 | Guru membela teman seprofesi yang dikeluarkan
tidak adil oleh sekolah

14 | Guru menguasai materi pelajaran 90% berdasarkan
kurikulum yang ditetapkan

15 | Mendorong timbulnya kreativitas, inovasi, dan
profesionalisme dalam pendidikan

16 | Hasil pendidkan dapat sesuai dengan kebutuhan
masyarakat

17 | Menetapkan standar kurikulum Nasional

18 | Guru melakasanakan apapun kebijakan yang
ditetapkan sekolah dengan baik

19 | Kompetensi daerah tidak sama sehinga berpotensi
munculnya kesenjangan daerah

20 | Laporan pertanggung jawaban tahunan diberitahukan
kepada masyarakat

21 | Masyarakat mendapat apa saja info yang sedang
terjadi di sekolah

22 | Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa
masyarakat dalam melahirkan kebiyakan
operasional dan program pendidikan di satuan
pendidikan

23 | Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif
dari seluruh lapisan masyarakat dalam
penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan

24 | Meningkatkan suasana dan kondisi yang trasparan

akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan
dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan
pendidikan
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